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BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATU BUPATI ENDE
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN ENDE SELATAN

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan pasal
142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Kecamatan Ende Selatan Tahun 2026;

1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9

ENDE SELATAN TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Rencana Kerja Kecamatan Ende Selatan Tahun 2026 yang selanjutnya
disingkat Renja Kecamatan Ende Selatan, adalah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

Rencana Strategis Kecamatan Ende Selatan yang selanjutnya disebut Renstra
Kecamatan adalah dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima)
tahun;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima)
tahun terhitung mulai tahun 2025-2029;

Perencanaan adalah suatu proses untuk menetukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia;

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan
kebijakan masa depan melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai
unsur, pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk 1 (satu) tahun;

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua
jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang atau jasa;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah;
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(10) System Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD

adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta
mengelola data pembangunan daerah;

(11) Daerah adalah Kabupaten Ende;

(12) Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende;
(13) Bupati adalah Bupati Ende;

(14) Kecamatan adalah Kecamatan Ende Selatan;

(15) Camat adalah Camat Ende Selatan;

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

BAB II
RENJA KECAMATAN

Pasal 2

Renja Kecamatan disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi
Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan tahun
2026;

Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program,
kegiatan lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai tugas dan fungsi setiap Kecamatan yang disusun yang
berpedoman pada Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja
Kecamatan Tahun 2026

Pasal 3

Renja Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 disusun
dengan sistimatika :

a. Bab I Pendahuluan;

Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Tahun Laluy;

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
Bab V Penutup

Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

°© oo o

Pasal 4

Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Kecamatan dalam
menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafond Anggaran
Sementara (PPAS) serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 5

Renja Kecamatan Tahun 2026 mengikuti tahapan penyusunan sebagai
berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja;

Penyusunan Rancangan Awal Renja;

Penyusunan Rancangan Renja;

Pelaksanaan Forum Kecamatan atau Lintas Kecamatan;

Perumusan Rancangan Akhir Renja;

- 0o Qo o

Penetapan Renja

Tahapan dan proses penyusunan Renja yang dilaksanakan berpedoman pada
lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

BAB II
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PERUBAHAN

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Evaluasi
Pasal 6

Camat wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan
penyusunan Renja Kecamatan, untuk menjamin Renja Kecamatan sesuai
dengan RKPD dan RENSTRA Kecamatan;

Camat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja untuk
menjamin bahwa program dan kegiuatan, lokasi pagu indikatif dan indikator
kinerja serta kelompok sasaran telah disusun kedalam Rencana Kerja dan
Anggaran Kecamatan;

Camat wajib melaksanakan evaluasi hasil kerja Renja Kecamatan, untuk
memastikan bahwa indikator kinerja, program dan kegiatan renja data
dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RKPD dan Renstra
Kecamatan;

Hasil Pengendalian dan Evaluasi wajib disampaikan kepada Kepala Bappeda
untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya

Bagian Kedua
Perubahan
Pasal 7

Renja Kecamatan dapat diubah dalam hal :

a. Terjadi perubahan yang mendasar, atau;

b. Merugikan kepentingan lembaga dan/ atau masyarakat;
Perubahan Renja Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal & W bumbir 2025

BUPATI

Diundangkan di Ende
pada tanggal A, tlovauber 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

LAMPIRAN...
Paraf Koordinasi / Paraf Hierarki "
Camat Ende Selatan Plt. Sekretaris Daerah [
Kepala Bagian Hukum Asisten Pemerintahan dan Kesra ‘l
' Camat Ende Selatan /‘/




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR I‘fé TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA
KECAMATAN ENDE SELATAN
TAHUN 2026

ISI DAN URAIAN RENJA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...ttt en et e et et e a e e e e aeneneenenaeanaas i

BAB 1 PENDAHULUAN....cscssssrisssssrsssssvsrssesnssnssnssssosasassssvsssersonsseens 1
1.1 Latar Belakang......cccooviieiiiiiiiiiiiiiiiii i 1
1:2 Landasin Ui o mvssammi i e aniass sos s Sesaeis 2
(e i 50 I U Tl L D —— 6
1.4 PenULISAN ..ocivitiiiiiiiiieiiiiee e eeseateese s e eaeeesneaanenseaeneasansnannanns 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN ENDE SELATAN
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan
Tahun Berkenaan (2024) serta Capaian Renstra Sampai

Pengan Tabun 2028 .cnsiasciisssismessssassnio e s insisssasassss 8
2.2 Analisis kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Selatan ............ 11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Ende Selatan .. . ouswsssssiommmm susvansseraswassnas snsonsors 15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD...........ccccccvvvivennenne. 22
2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat .......ccoiuiiiiiiiiiii e 42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ......ccccoceececnnene 43
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............cccceeenevnennnnnnns 43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ende Selatan............ 46
3.3 'Program dan Keglatam ..o ssvsmssssvsinsssnsosmemavsossusnssssansyssesns 48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH... 67
4.1 Rencana Keria s v srur v s s s o siah s esvesssns 67
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah..........c.cccooviiniiiiiiiiniiiiiinennnn.e. 67

BAB v PENUTUP.......................l..".......l..ll.....l..........0......'.........'..... 68
5.1 Kaidah PelakKSamaan ....o.ooeiiiiiieie et e teee e teeeaeeeeaeneanns 68




BAB I
PENDAHULUAN

1. 1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah)
Kabupaten Ende Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan adalah sebagai
dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi,
arah kebijakan, dan pendekatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi,
potensi, permasalahan, kebutuhan nyata daerah, dan aspirasi masyarakat yang
tumbuh dan berkembang di daerah. Visi pembangunan daerah dimaksud harus
dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan
dan kemakmuran yang diinginkan. Tahap dalam perencanaan pembangunan
terdiri dari:

1. Penyusunan rencana

2. Penetapan rencana

3. Pengendalian pelaksanaan rencana

4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Dari keempat aspek tersebut menghasilkan penyusunan perencanaan
pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Rencana
Kerja Kecamatan Ende Selatan merupakan rencana tahunan (rencana jangka
pendek) sebagai penjabaran rencana jangka menengah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk
menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif sehingga
diharapkan akan sesuai dengan keadaan, harapan dan keinginan serta
kebutuhan masyarakat. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir
semua Stake holder menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian
perencanaan pembangunan yang telah disusun akan diperlukan sebagai
panduan (guide line) berbagai pihak yang berperan untuk menyatukan gerak
langkah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan amanat RPJP Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2045
maka arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan
dengan penetapan program pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
tahunan RKPD yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS
sebagai rangkaian penyusunan APBD maka pasca pelantikan Kepala Daerah
hasil Pilkada serentak Tahun 2024, penyusunan RPJMD Kabupaten Ende
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menjadi salah satu agenda strategis, terutama dalam kurun waktu paling lambat
6 (enam) bulan setelah pelantikan. Hal ini didasari pada Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029 dimana pada item Kedua poin b menginstruksikan
kepada Kepala Daerah untuk memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah
untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 secara
simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten yang
selanjutnya Rencana Strategis Kecamatan Ende Selatan tahun 2025-2029
menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat
Kecamatan Ende Selatan tahun 2025-2029 yang dalam
penjabarannya/aplikasinya di PD setiap tahunnya akan disusun rencana kerja
(renja) Kecamatan Ende Selatan dengan berpedoman pada permendagri 86
tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Ende Selatan tahun 2026 selain merupakan
pedoman bagi Kecamatan Ende Selatan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan tahun 2026 juga sebagai alat untuk menjamin kesesuaian antara
matrik program dan kegiatan pada renja dengan yang tercantum dalam RKPD
Kabupaten Ende Tahun 2026 serta alat untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
Rencana kerja Kecamatan Ende Selatan disusun sebagai langkah-langkah
pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
sehingga terwujud pelayanan yang baik, handal, dan prima melalui
penyelanggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Kecamatan Ende
Selatan

1.2 LANDASAN HUKUM

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
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10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6042);
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L.

12.

13.

14.

1s.

16.

17.

18.

19.

20;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6206)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang
Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
112);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan
dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2019 Nomor 1447);
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21.

22,

23.

24.

25.

26.

27,

28.

29.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024
Nomor 004 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 0132);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor S Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005 Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ende
(Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
perencanaan dan penganggaran Kabupaten Ende (Lembaran Daerah
Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ende Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ende Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ende Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ende Nomor 4).
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);

31. Peraturan Bupati Ende Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis
Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 (Berita Daerah
Kabupaten Ende Tahun 2025 Nomor 21 Tanggal 23 September 2025)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ende Selatan Tahun
2026 adalah untuk menetapkan arah dan pedoman bagi Kecamatan Ende
Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama
periode 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 2026.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ende Selatan adalah
sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan
sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif dan prakiraan maju serta lokasi yang
telah ditetapkan pada tahun 2026

1.4 PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Ende Selatan tahun 2026 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan gambaran umum penyusunan Rancangan Renja agar

substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik antara lain :

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada Bab ini memuat tentang :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan tahun 2025 serta
capaian Renstra sampai dengan tahun 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai

2.5 Penelaahan Terhadap Kegiatan Yang Diusulkan Masyarakat

Bab Il TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN ENDE SELATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan . )
6 Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ende Selatan Tahun 2026



Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Penjelasan tentang :

4.1 Rencana Kerja

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan

perhatian dalam rangka pelaksanaan renja.
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BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN ENDE SELATAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun Berkenaan
(2024) serta Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2025

Kecamatan Ende Selatan Tahun 2024 secara umum telah dapat memenuhi
tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi serta mampu memenuhi
target kinerja organisasi. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja mengacu
pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Kinerja Pemerintah Kecamatan
Ende Selatan diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/
kegiatan/sub kegiatan.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan
program/ kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan
dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan
target dengan realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target
dengan Realisasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan. Secara garis
besar penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan meliputi bidang
Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan yang merupakan
keberlanjutan dan aktualisasi program-program pemerintah kabupaten sesuai
pendelegasian kewenangan kepada kecamatan sehingga evaluasi atas capaian
kinerja program/kegiatan Kecamatan Ende Selatan Tahun 2024 dan perkiraan
tahun berjalan 2025 yang kesemuanya ini mengacu pada Renstra Kecamatan
Ende Selatan Tahun 2025-2026 dapat digambarkan pada tabel 2.1 berikut ini :
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01 2,06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumiah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 30  Paket Paket 10  Paket 10  Paket 100%
01 2,06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumiah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 216 Laporan Laporan 72 Laporan 72 Laporan 100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
01 2,06 09 SKPD Konsultasi SKPD 216 Laporan Laporan n Laporan 72 Laporan 100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
01 2.07 Pemeriitah Dagrsh Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100  Persen Persen 100  Persen 100  Persen 100%
01 2,07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 Unit Unit 6  Unit 6  Unit 100%
01 2,07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya g;:;kg:h Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 2 Unit Unit 0 Unit 0 Unit 100%
0 | 208 el desy Punniang Uiven ¥ " | indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen Persen 100 Persen 100  Persen 100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumiah Laporan Penyed Jasa K ikasi, Sumber Daya Air
o1 2,08 02 Listrik dan Listrik yang Disediak 216 Laporan Laporan 72 Laporan 72 Laporan 100%
n 2,08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlal:h u"'::‘" Pestyediaan Jass: Pelavaran Urnme Kentor 216 Laparan Laporan 72 Laporan 72 Laporan 100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Indeks Pemeliharaan Barang Millk Daerah pada Perangkat
01 2.09 Unisan Pemerintahan Daerah Daerah 100  Persen Persen 100  Persen 100  Persen 100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya S O —
01 | 209 | 02 | Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan I’;m:m oo '_’,"‘”P-l‘i pane A Eapangli g 42 Unit Unit 14 Unit 14 Unit 100%
Dinas Dinas Operasional atau Lapang y > ¥
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Cod . . .
o1 2,09 09 Bangunan Lainnya Jumlah Kantor dan Lainnya 18  Unit Unit 6  Unit 6  Unit 100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Penyelenggaraan Py han dan Pelay Publik dengan
02 DAN PELAYANAN PUBLIK baik 100  Persen Persen 100 Persen 100  Persen 100%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan
e 24 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Tingkat Kecamatan 100 Pemen Pamen 200; | Pwrwen 00 Peni 100%
Koordlnasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Jumiah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
02 201 01 Py han dengan Perangkat Daerah Pelak iatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah 36  Laporan Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100%
dan Instansi Vertikal Terkait dan Instansi Vertlkal Terkait
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Jumiah Dok Peningk Efektifitas Kegiat:
02 2.01 02 Ti EKecamatin Pemerintahan di Tingkat Kecamatan T2 Dokumen Dokumen 24 Dokumen 24 Dokumen 100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak
02 203 Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di 100 Persen Persen 100 Persen 100 Persen 100%
Daerah Yang Ada di Kecamatan Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Jumilah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
02 2.03 o | . yarakat di Wilayah Ket Kepada | di Wilayah Kec 36  Laporan Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Persentase Kecamatan Yang Melaksanakan Pemberdayaan
03 DAN KELURAHAN Masyarakat dengan balk 100  Persen Persen 100  Persen 100  Persen 100%
Persentase Kemajuan Kelurahan
03 2.02 Pemberday Kelurah Per Pelak Pemberday Kelurshan 100 Persen Persen 100 Persen 100 Persen 100%
Peningk Partisipasi Masyarakat dalam Forum Jumlah  Lembaga xemasyankann yang Berpanhipasl Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga
03 2,02 01 Musyawarah Perencanaan Pembangunan di dalam Forum Musy F g v di 60 Kem:syaralq Kemasyarakat 20 K yarak 20 K ¥ 100%
Kelurahan Desa atan an atan akatan
03 2,02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumiah Sarana dan P Kelurahan yang Terbang 6  Unit Unit 2 Unit 2 Unit 100%
Jumiah Pokmas dan Ormas yang Melak kan Pemberda Pokmas / Pokmas / Pokmas / Pokmas /
03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Masyarakat di Kelurahan 30 Ormas Ormas 10 Ormas 10 o 100%
Pemberdayaan Lembaga K akatan Tingkat Per Pelak Pemberday Lembag;
03 2,03 Keca 5 v yarakatan Tingkat Kecamatan 100  Persen Persen 100  Persen 100  Persen 100%
Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga
03 2,03 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 45 K L K yarak 15 Kemasyarak| 15 Kemasyar 100%
atan an atan akatan
’ ’
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i . = Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga

L K

01 03 2,03 02 Peningk Kapasitas Lembaga Kemasyarak :;:‘:rlasnva o ° ' yang Ditingkatkan 30 Kem K yarak 10  Kemasyarak 10 Kemasyar 100%

atan an atan akatan

Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Yang

01 03 2,03 03 Kemasyarakatan Disediakan 15 Unit Unit 5 Unit 5 Unit 100%
Keordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi

a 0 3 Pemb n Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 100, Persen Pessen 0o Femen 300 Persan 1oo%

01 03 208 01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Jumiah Dokumen Pencegahan Covid-19 diTingkat Desa 12 Dkiingn P— 4 Dokinieh 4 e 100%
Kelurahan dan Kelurahan
Pemberday dan jah ' Keluarga | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan

o 2 206 Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1oa Fersen Persen 10 Persen 100 PesEn 100%
P buhan dan Peningk Kesad Jumiah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan

01 03 2,06 12 Keluarga Dalam Keterlibatan Perencanaan Peningkatan  Kesadaran Keluarga Dalam  Keterlibatan 75  Keluarga Keluarga 25  Keluarga 25 Keluarga 100%
Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Per yang melak kan Koordinasi

0. | o KETERTIBAN UMUM Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan baik ico: _ Penmen Persen 1007 iParsen 206 Perssn 100%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ki 1 Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan

01 04 2.01 dan Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Persen Persen 100 Persen 100  Persen 100%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara

01 04 2m 01 Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi | Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi 36 Laporan Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100%
Vertikal di Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan
Koordinasi Penerapan dan Penegakan P n Per Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan

O o 0% || 202 Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Peraturan Daerah dan P \ Kepala Daerah 100:  Persen Perven 100 (Pemen 100 Persen 100%
KoordinasifSinergi Dengan Perangkat Daerah yang Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah
Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan

01 04 202 01 P I dang-Undangan dan/atau Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Repubiik 36 Laporan Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100%
Kepolisian Negara Republik Indonesi Indonesia
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan

01 05 PEMERINTAHAN UMUM Pamerintahan Umiam dengan baik 100 Persen Persen 100  Persen 100 Persen 100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

o1 05 2.01 sesual Penugasan Kepala Daerah sesual Penugasan Kepala Daerah 100 Persen Persen 100  Persen 100 Persen 100%
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan

o1 05 201 05 Peratiran PerEdsiE-Undaga Pefaturan Pernunidang-Undangari 216 Laporan Laporan 72 Laporan 72 Laporan 100%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Jumlah  Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi

01 05 201 o8 & Pimpinen di Kecamatan 6 Dokumen Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100%

. .
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Berdasarkan tabel 2.1 tersebut diatas maka gambaran kinerja pelayanan
Kecamatan Ende Selatan pada tahun 2024 adalah sebesar 100%. Berikut ini
diuraikan tingkat capaian program pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja/Keluaran Yang
Direncanakan
Pada Tahun 2024 tidak terdapat program yang tidak memenuhi target
kinerja/keluaran yang direncanakan
2. Program/Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja/Keluaran Yang Direncanakan
Pada Tahun 2024 terdapat 5 program yang memenuhi target
kinerja/keluaran yang direncanakan atau semua Program memenuhi target yang
telah ditetapkan. Kelima Program tersebut yaitu 1). Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 2). Program Penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pelayanan Publik; 3). Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4). Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan 5). Program
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Berikut ini uraian capaian realisasi
kinerja S program dimaksud
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Realisasi capaian program melalui 8 kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar
100% dengan target kinerja 100%

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Realisasi capaian program melalui 2 kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar
100% dengan target kinerja 100%

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Realisasi capaian program melalui 4 kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar
100% dengan target kinerja 100%

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Realisasi capaian program melalui 2 kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar
100% dengan target kinerja 100%

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Realisasi capaian program melalui 1 kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar
100% dengan target kinerja 100%
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2.2. Analisis kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Selatan

Kajian terhadap capaian Kkinerja pelayanan Kecamatan Ende Selatan
dilakukan berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi
Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Ende Tahun 2019-2024 dan Renstra Kecamatan Ende Selatan Tahun 2019-2024
sedangkan tolok ukur SPM dan indikator kinerja kunci (IKK) Kecamatan Ende
Selatan belum ditetapkan indikator pelayanannya yang disajikan pada tabel 2.3
berikut ini :
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Tabel. 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ende Selatan

Target Renstra

No Indikator SPM /Stand IKK Perangkat Daerah Reslisaasi Capaian Proyelksi Catatan
ar Nasional Tahun | Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis
2023 2024 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 9 15
Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran
1 Nilai AKIP Kecamatan B Per@gkat Dat-erah secara B(63,00) | B(64,00) | B(63,50) | B(65,60) | B (65,80) | B (66,00)
Ende Selatan efektif dan efisien selama 1
Tahun
1. Persentase kecamatan
Tingkat Kemajuan yang melaksanakan
Kelurahan : penyelenggaraan
1. Persentase pemerintahan dengan
Lembaga baik
Kemasyarakatan 2. Persentase kecamatan
(RT, RW, LPM, yang melaksanakan
Karang Taruna, penyelenggaraan
2 | PKK dan - pemiberdaysan dengan 90% | 95% | 81,67% | 74,67% | 75,00% | 77,00%
Posyandu) Aktif; baik
2. Prevalensi 3. Menurunnya Konflik
Stunting; Sosial yang terjadi di
3. Persentase Masyarakat
Masalah 4. Persentase kecamatan
Keamanan dan yang melaksanakan
Ketertiban Umum penyelenggaraan urusan
Yang Ditangani pemerintahan umum
dengan baik
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Berdasarkan tabel 2.3 tersebut diatas dapat diketahui bahwa proses
penyusunan Rencana Kerja mengalami masa transisi dimana terjadi pergantian
regulasi penyusunan dokumen perencanaan sehingga baik indikator maupun target
Renstra Perangkat Daerah juga mengalami perubahan. Dari tabel 2.3 diketahui
Nilai AKIP Kecamatan Ende Selatan pada tahun 2023 dan tahun 2024 sama sama
berpredikat B yaitu mencapai target yang telah ditetapkan sehingga diproyeksikan
pada tahun 2025 dan 2026 juga berpredikat B sedangkan indikator kedua adalah
tingkat kemajuan kelurahan capaian realisasi pada tahun 2023 sebesar 81,67%
atau tidak mencapai target dan pada tahun 2024 sebesar 74,67% juga tidak
mencapai target sehingga berdasarkan realisasi tersebut maka proyeksi indikator
ini masing-masing sebesar 75,00% untuk tahun 2025 dan 77,00% untuk tahun
2026

Nilai indikator kinerja kedua ini diukur berdasarkan Renstra Kecamatan
Ende Selatan tahun 2019-2024 yang komponennya diperoleh dari data
perbandingan antara Dasa Wisma aktif, Karangtaruna aktif, Posyandu aktif, LPM
aktif, wajib pajak taat bayar PBB dan angka penurunan stunting. Penyebab tidak
tercapainya target indikator tingkat kemajuan kelurahan pada tahun 2024 (95%)
adalah karena realisasi wajib pajak taat bayar PBB (48,125) dan angka penurunan
stunting masih sangat rendah (-10,42). Untuk tahun 2025 dan 2026 mengalami
perubahan indikator dan target kinerja dimana indikator tingkat kemajuan
kelurahan diukur berdasarkan Renstra Kecamatan Ende Selatan tahun 2025-2029
yang komponennya diperoleh dari data perbandingan antara persentase lembaga
kemasyarakatan (RT, RW, LPM, KARANG TARUNA, PKK dan POSYANDU) aktif,
prevelansi stunting dan persentase masalah keamanan dan ketertiban umum yang
ditangani sehingga targetnya juga mengalami perubahan pada tahun 2025 sebesar
75,00% dan tahun 2026 sebesar 77,00%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ende Selatan
Dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan
peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan
rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan
rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka
menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah disebutkan bahwa isu
strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah

dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan
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menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan
datang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ende Selatan harus mencakup
beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis. Oleh karenanya isu
strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan
atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang
diinginkan. Sejalan dengan isu global, nasional, provinsi NTT dan Kabupaten Ende
serta memperhatikan permasalahan utama yang harus diselesaikan dirumuskan isu
strategis yang dihadapi oleh Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Transformasi tata kelola pemerintahan

Transformasi tata kelola pemerintahan merupakan suatu keniscayaan dalam
menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks dan dinamis,
termasuk permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Ende Selatan terkait
belum optimalnya pendampingan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat di
tingkat Kelurahan. Selain itu, minimnya upaya kreatif dan inovatif dalam
penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat menuntut perubahan mendasar
dalam pola pengelolaan pemerintahan yang selama ini berjalan.

Transformasi tata kelola pemerintahan penting untuk menciptakan
mekanisme pendampingan dan pengawasan yang lebih sistematis, terstruktur, dan
berbasis data. Dengan transformasi ini, kecamatan dapat memperkuat peran
fasilitator dan pengawas yang mampu memberikan bimbingan teknis secara
berkelanjutan kepada Kelurahan, sehingga program-program yang dilaksanakan
dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mencapai target pembangunan
secara optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan juga diperlukan untuk
membangun model pemberdayaan masyarakat yang lebih partisipatif dan inklusif.
Dengan tata kelola yang lebih baik, aparatur kecamatan dapat menciptakan ruang
dialog dan kolaborasi yang efektif dengan masyarakat, sehingga peran serta warga
dalam pembangunan semakin meningkat dan potensi lokal dapat lebih
dimaksimalkan untuk kemajuan wilayah

Transformasi tata kelola pemerintahan membuka ruang bagi inovasi dan
kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Pendekatan baru yang berbasis teknologi informasi, metode partisipatif, dan
pola kerja yang fleksibel memungkinkan kecamatan untuk merancang solusi-
solusi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas Pembangunan. Dengan
tata kelola yang tertransformasi, transparansi dan akuntabilitas dalam
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pengelolaan pemerintahan dapat ditingkatkan. Sistem pelaporan dan
pengawasan yang terbuka membantu membangun kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah, meminimalisasi praktik-praktik yang tidak efisien atau
koruptif, dan mendorong penggunaan sumber daya secara optimal. Secara
keseluruhan, transformasi tata kelola pemerintahan menjadi fondasi penting
dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat Kecamatan Ende Selatan. Dengan tata kelola yang
baik, proses pembangunan akan lebih tepat sasaran, inklusif, dan berdaya
guna sehingga dampak positifnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh
lapisan masyarakat

2. Peningkatan pelayanan Masyarakat

Pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan merupakan salah satu
tolok ukur keberhasilan pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Di
Kecamatan Ende Selatan, salah satu kendala signifikan yang menghambat
peningkatan kualitas pelayanan masyarakat adalah belum adanya peraturan daerah
(Perda) yang mengatur pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota
kepada kecamatan, khususnya dalam hal perizinan. Tanpa adanya pelimpahan
kewenangan yang jelas melalui Perda, proses perizinan seringkali menjadi lambat
dan berbelit-belit karena harus melalui tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Hal
ini menyebabkan ketidakpuasan masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat
dan efisien. Dengan adanya pelimpahan kewenangan, kecamatan dapat langsung
menangani berbagai jenis perizinan, sehingga mempercepat pelayanan dan
mempermudah akses masyarakat.

Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan memungkinkan pelayanan
perizinan lebih dekat dengan masyarakat. Kecamatan yang merupakan ujung
tombak pemerintahan di tingkat lokal memiliki pemahaman yang lebih baik tentang
kondisi dan kebutuhan warga. Hal ini akan meningkatkan aksesibilitas pelayanan,
mengurangi biaya dan waktu yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengurus
perizinan. Dengan kewenangan yang jelas dan terdesentralisasi, kecamatan dapat
menjalankan fungsi pelayanan dengan lebih efisien dan efektif. Beban pekerjaan di
tingkat kabupaten berkurang, sehingga proses administrasi pemerintahan berjalan
lebih lancar dan responsif. Hal ini juga memungkinkan pengambilan keputusan

yang lebih cepat dan sesuai dengan konteks lokal
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Pelimpahan kewenangan melalui Perda juga berpotensi meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Kecamatan yang lebih dekat
dengan masyarakat dapat lebih mudah diawasi dan dimintai pertanggungjawaban.
Proses perizinan yang dilaksanakan secara transparan akan meminimalkan risiko
penyimpangan dan praktik korupsi. Pemberian kewenangan yang jelas kepada
kecamatan dalam hal perizinan juga akan memperkuat posisi kecamatan sebagai
lembaga pemerintahan yang mampu mendorong pembangunan lokal secara lebih
optimal. Hal ini akan memberikan ruang bagi inovasi pelayanan dan pengelolaan
sumber daya yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian,
penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah yang mengatur pelimpahan
kewenangan kepada kecamatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan, serta mendukung pemerintahan
yang lebih dekat, responsif, dan akuntabel di Kecamatan Ende Selatan

3. Peningkatan kompetensi dan sarana/prasarana aparatur pemerintah

Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah beserta penyediaan sarana
dan prasarana yang memadai merupakan hal krusial dalam mengatasi
permasalahan belum tertibnya administrasi pelaporan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat. Aparatur yang memiliki kemampuan teknis dan
manajerial yang baik akan mampu melakukan pencatatan, pengelolaan, serta
pelaporan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, sarana dan prasarana
pendukung seperti sistem informasi yang terintegrasi dan perangkat administrasi
yang memadai akan mempermudah proses dokumentasi dan monitoring. Dengan
peningkatan ini, tata kelola pemerintahan menjadi lebih tertib, transparan, dan
akuntabel, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan
peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

4. Keamanan dan Ketertiban Umum

Keamanan dan ketertiban umum merupakan aspek fundamental dalam
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan masyarakat di tingkat
kecamatan. Kondisi ini sangat penting untuk menjamin terlaksananya aktivitas
sosial, ekonomi, dan pemerintahan secara lancar tanpa gangguan. Keamanan
umum mengacu pada kondisi di mana masyarakat merasa aman dari ancaman
kekerasan, kejahatan, atau gangguan yang dapat membahayakan jiwa dan harta
benda. Sementara ketertiban umum berkaitan dengan keadaan teratur dan tertib
dalam pelaksanaan norma, aturan, serta hukum yang berlaku di masyarakat. Di
tingkat kecamatan, keamanan dan ketertiban umum adalah tanggung jawab

18 Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ende Selatan Tahun 2026




bersama antara aparat pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen

masyarakat. Keamanan dan Ketertiban Umum di Kecamatan perlu dijaga karena :

a. Menjamin terlaksananya pelayanan publik tanpa hambatan.

b. Mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

c. Meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi warga dalam menjalankan aktivitas
sehari-hari.

d. Mencegah terjadinya konflik sosial dan kerusuhan yang dapat merugikan
masyarakat luas.

e. Membentuk citra positif pemerintah daerah di mata masyarakat

Beberapa langkah strategis yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan
ketertiban di tingkat kecamatan antara lain:

a. Peningkatan Sinergi antara Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum: Kerja sama
antara aparatur kecamatan, kepolisian, dan pihak terkait lainnya sangat penting
dalam melakukan patroli rutin, penanganan kasus, serta pencegahan tindak
kejahatan.

b. Pelibatan Masyarakat melalui Sistem Keamanan Lingkungan: Mendorong
pembentukan dan aktifnya kelompok Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan)
agar masyarakat turut berperan dalam menjaga lingkungan sekitar.

c. Penyuluhan dan Edukasi: Melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya
mematuhi aturan dan menjaga ketertiban, serta meningkatkan kesadaran hukum
di kalangan warga.

d. Pengelolaan Konflik dan Mediasi: Menyediakan mekanisme mediasi untuk
penyelesaian sengketa atau konflik kecil yang muncul di masyarakat agar tidak
berkembang menjadi masalah besar.

e. Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan teknologi komunikasi dan sistem informasi
untuk memonitor situasi keamanan dan merespons dengan cepat jika terjadi
gangguan.

Tantangan dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Kecamatan :

a. Tingginya mobilitas dan interaksi sosial yang bisa memicu gesekan antarwarga.

b. Perkembangan teknologi yang juga digunakan untuk aktivitas kriminal.

c. Keterbatasan sumber daya aparat keamanan di tingkat kecamatan.

d. Adanya perbedaan sosial budaya dan ekonomi yang dapat menjadi potensi
konflik.
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5. Kerukunan dan toleransi hidup

Kerukunan dan toleransi hidup adalah fondasi penting dalam menciptakan
masyarakat yang harmonis dan damai di tingkat kecamatan. Kehidupan yang rukun
dan toleran memungkinkan berbagai kelompok sosial, agama, suku, dan budaya
untuk hidup berdampingan secara harmonis meskipun memiliki perbedaan.

Kerukunan adalah keadaan di mana individu atau kelompok masyarakat hidup

saling menghormati, bekerja sama, dan saling mendukung dalam berbagai aspek

kehidupan sosial tanpa adanya konflik yang merusak hubungan sedangkan

Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menerima perbedaan pendapat,

keyakinan, budaya, dan adat istiadat antarwarga masyarakat. Di tingkat

kecamatan, kerukunan dan toleransi menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas
sosial dan mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu keharmonisan dan
ketertiban. Pentingnya Kerukunan dan Toleransi di Kecamatan dijaga untuk :

a. Menciptakan lingkungan sosial yang aman dan nyaman bagi seluruh warga.

b. Mendukung pembangunan sosial dan ekonomi dengan suasana yang kondusif.

c. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari ancaman perpecahan.

d. Memperkuat solidaritas sosial di antara warga dengan latar belakang yang
beragam.

e. Memfasilitasi dialog dan kerja sama antar kelompok masyarakat yang berbeda

Upaya dapat dilakukan untuk membangun dan memperkuat kerukunan serta

toleransi, antara lain:

a. Pendidikan Multikultural: Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan
yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, menghormati perbedaan, dan menghindari
sikap diskriminatif.

b. Dialog Antar Umat Beragama dan Antar Kelompok Sosial: Mendorong pertemuan
rutin, diskusi, dan kegiatan bersama yang melibatkan berbagai komunitas
sebagai sarana mempererat hubungan dan mengurangi kesalahpahaman.

c. Kegiatan Sosial Bersama: Mengadakan kegiatan gotong royong, festival budaya,
dan kerja bakti yang melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa memandang
perbedaan.

d. Peran Aparat Pemerintah Kecamatan: Memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan
kegiatan yang mendorong kerukunan, serta mengambil tindakan tegas terhadap
segala bentuk intoleransi dan diskriminasi.

e. Penguatan Nilai-nilai Pancasila dan Kebhinekaan: Memperkuat pemahaman dan
pengamalan nilai-nilai dasar bangsa sebagai landasan kehidupan bermasyarakat

yang harmonis
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Tantangan dalam Menjaga Kerukunan dan Toleransi antara lain :

a. Perbedaan budaya, agama, dan etnis yang kadang menjadi sumber gesekan.

b. Penyebaran informasi yang salah (hoaks) yang dapat memicu ketegangan sosial.

c. Pengaruh luar dan konflik yang dapat merembet hingga ke tingkat kecamatan.

d. Kurangnya kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya toleransi.

Dengan upaya yang konsisten dan partisipasi aktif dari semua pihak, kerukunan
dan toleransi di tingkat kecamatan dapat terwujud dan menjadi pondasi kuat bagi

terciptanya masyarakat yang damai dan sejahtera

6. Pola Hidup Sehat dan Bersih serta Mandiri
Pola hidup sehat dan bersih serta kemandirian masyarakat merupakan

aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup warga di tingkat kecamatan.
Mendorong masyarakat untuk hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, dan
mengembangkan kemandirian merupakan langkah strategis dalam membangun
komunitas yang produktif dan berdaya tahan. Pola hidup sehat dan bersih adalah
cara hidup yang mengutamakan kesehatan jasmani dan lingkungan melalui
kebiasaan seperti menjaga kebersihan diri, mengonsumsi makanan bergizi,
berolahraga, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar sedangkan Mandiri
adalah kemampuan individu atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya secara mandiri tanpa bergantung secara berlebihan pada bantuan pihak
luar, baik dalam aspek ekonomi, kesehatan, maupun sosial. Di kecamatan,
penerapan pola hidup sehat dan bersih serta kemandirian masyarakat menjadi
fokus utama untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, produktif, dan
berkelanjutan. Pentingnya Pola Hidup Sehat, Bersih, dan Mandiri di Kecamatan
adalah untuk :

a. Mencegah timbulnya berbagai penyakit dan meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat.

b. Mengurangi beban pelayanan kesehatan akibat penyakit yang bisa dicegah.

c. Meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup warga.

d. Mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri dalam mengelola kesejahteraan.

e. Menciptakan lingkungan yang bersih, asri, dan nyaman untuk ditinggali

Upaya mendorong pola hidup sehat dan bersih serta mandiri diantaranya yaitu :

a. Penyuluhan Kesehatan: Mengadakan edukasi rutin tentang pentingnya menjaga
kebersihan diri dan lingkungan, pola makan sehat, serta aktivitas fisik yang
cukup.

b. Pengelolaan Sampah dan Lingkungan: Menggerakkan masyarakat untuk aktif
dalam pengelolaan sampah rumah tangga, pengurangan penggunaan plastik,

serta menjaga kebersihan fasilitas umum.
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c. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil,
dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat
kecamatan.

d. Promosi Aktivitas Fisik dan Olahraga: Menyelenggarakan kegiatan olahraga
bersama dan penyediaan fasilitas olahraga yang memadai.

e. Kemandirian dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Mendorong bercocok tanam,
pengelolaan air bersih mandiri, dan penggunaan energi terbarukan di lingkungan
masyarakat

Tantangan dalam menerapkan pola hidup sehat dan bersih serta mandiri yaitu :

a. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pola
hidup sehat dan bersih.

b. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung seperti tempat sampah, air bersih,
dan fasilitas kesehatan.

c. Keterbatasan sumber daya dan modal untuk pengembangan usaha mandiri.

d. Kebiasaan lama yang sulit diubah tanpa dukungan edukasi dan motivasi
berkelanjutan

Dengan sinergi antara pemerintah kecamatan, masyarakat, dan berbagai pihak

terkait, pola hidup sehat dan bersih serta kemandirian masyarakat dapat terwujud

secara optimal, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga

kecamatan secara berkelanjutan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara
rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses ini dilaksanakan agar
perencanaan Kkegiatan ini bersifat faktual dan sesuai dengan aspirasi serta
kebutuhan disamping itu juga memperhatikan kekuatan APBD. Berikut ini
disajikan tabel 2.4 yang menguraikan rancangan awal yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan aspirasi serta kemampuan APBD sehingga menghasilkan rancangan

akhir akan langsung menjadi rancangan kerja Perangkat Daerah.
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Tabel. 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No Keterangan
Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capalan (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00 KECAMATAN 3.638.500.000 KECAMATAN 3.638.500.000 tidak sesuai
PROGRAM PENUNJANG ::‘rz";’:r::;::“;?:::‘ PROGRAM PENUNJANG URUSAN Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
1 URUSAN PEMERINTAHAN e efran f dan efisién 100 % 3.483.500.000 PEMERINTAHAN DAERAH Perangkat Daerah secara efektif dan efisien 100 % 3.483.500.000 tidak sesuai
DAERAH KABUPATEN/KOTA o KABUPATEN/KOTA selama 1 tahun
selama 1 tahun
Perencanaan, Penganggaran, Indeks Perencanaan, Perencanaan, Penganggaran, dan
1.1 dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penganggaran dan Evaluasi 100 % 4.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat :::Tu':: :::c:n:::::;:?mnna;:n n 100 % 4.000.000 tidak sesuai
Daerah Kinerja Perangkat Daerah Daerah )
Penyusunan Dokumen KabEnde, Kab. Ende, Ende
Ende Selatan, | Jumlah Dokumen Perencanaan 6 Penyusunan Dokumen : £ Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 6
111 Perencanaan Perangkat Semua Perangkat Daerah Dokumen 3.000.000 Perencanaan Perangkat Daerah Selatan, Semua C h Dokiifrien 3.000.000 tidak sesuai
Daerah Kelurahan
Kelurahan
ok Fede; Kab. Ende, Ende
112 Evaluasi Kinerja Perangkat Ende Selatan, | Jumlah Laporan Evaluasi Evaluasi Kinerja Perangkat 3 . Jumilah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat ;
Dasrah Semua Kinerja Perangkat Daersh 3 Laporan 1.000.000 Daerah Selatan, Semua Dagiah 3 Laporan 1.000.000 tidak sesuai
Kelurahan
Kelurahan
Administrasi Keuangan Indeks Pelayanan Administrasi Administrasi Keuangan Perangkat Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan
1.2 Perangkat Daerah Kotsangan Parangiat Duersh 100 % 3.222.557.897 h Perangkat Daerah 100 % 3.222.557.897 tidak sesuai
Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
Penyediaan Gaji dan Ende Selatan, | Jumlah Orang yang Menerima 47 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ' 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 47
122 Tunjangan ASN Semua Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bul $Z12.557.807 ASN muml:‘,;emua Tunjangan ASN Orang/bul 3.212.557.897 tidak sesual
Kelurahan
Kab. Ende, Jumilah Dokumen
Pelaksanaan Penatausahaan i Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Ende, Ende
Ende Selatan, | Penatausahaan dan 60 ! Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 60
1.2.2 | dan Pengujian/Verifikasi Semua Pengulian/Verifikasi Keuangan Dokumen 10.000.000 Pengujian/Verifikasi Keuangan Selatan, Semua Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokiienn 10.000.000 tidak sesuai
Keuangan SKPD SKPD Kelurahan
Kelurahan SKPD
Indeks Pelaksanaan
Administrasi Barang Milik w
Administrasi Barang Milik Administrasi Barang Milik Daerah Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik
13 [D)::ra: pada Perangkat Daéiah pada Peranakat 100% 2.000.000 pada Perangkat Daersh Daerah pada Perangkat Daerah 100% 2.000.000 tidak sesuai
™ Daerah
Kab. Ende
! Jumlah Laporan Kab. Ende, Ende
131 Penatausahaan Barang Milik Ende Selatan, Penatausshasn Barang Millk Sinporn 2.000.000 Penatausahaan Barang Milik Selatan, Semua Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik & Linorin 2.000.000 tidak sesuai
Daerah pada SKPD Semua Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
Daerah pada SKPD Kelurahan
Kelurahan
Indeks Pelayanan Administrasi . .
Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian
1.4 Perangkat Daerah mwﬂm Perangkat 100 % 15.000.000 Perangkat Daerah Perangkat Daerah 100 % 15.000.000 tidak sesuai
Kab. Ende
. f Jumlah Dokumen Monitoring, Kab. Ende, Ende
Monitoring, Evaluasi, dan | Ende Selatan, 142 Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan 142 ;
141 Penilaian Kinerja Pegawai Semua Evilion, dur: Peniiaion Kinesiy Dokumen 3100000 Penilaian Kinerja Pegawai Siatan, Senia Penilaian Kinerja wal Dokumen 3000000 Hoak sl
Kelurahan Pt Kelurahan Pega
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pendidikan dan Pelatihan :::;EST::;M jrl:;mhh ':;’:“'Fu"n‘:’m'::" Pendidikan  dan  Pelatihan | Kab. Ende, Ende | Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan
1.4.2 | Pegawai Berdasarkan Tugas Semua ! m::;t uti Pendidikan ¥ da: 1 Pegawai 10.000.000 Pegawai Berdasarkan Tugas dan | Selatan, Semua Fungsi yang mengikuti  Pendidikan dan | 1Pegawai 10.000.000 tidak sesuai
dan Fungsi Kelurahan Pelatihan Fungsi Kelurahan Pelatihan
Administrasi Umum Perangkat Indeks Pelayanan Administrasi Administrasi Umum Perangkat Indeks Pelayanan Administrasi Umum
15 Daerah Umum Perangkat Daerah 200 34.842.103 Daerah Perangkat Daerah 300% 34.842.108 tidak sesual
Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
Penyediaan Bahan Logistik Ende Selatan, | Jumlah Paket Bahan Logistik Penyediaan Bahan Logistik : o Jumiah Paket Bahan Logistik Kantor yang
15.1 Kantor Seriii Kavitor yang Disadiakan 3 Paket 26.344.103 Kantor Selatan, Semua Disailiskan 3 Paket 26.344.103 tidak sesuai
Kelurahan
Kelurahan
Kab. Ende
! Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Ende, Ende
152 Penyediaan Barang Cetakan Ende Selatan, dan Penggandsan yang 2 Paket 1.500.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Selatan, Semua Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2 Paket 1.500.000 didak 8sual
dan Penggandaan Semua Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Disediakan Kelurahan
Kelurahan
Kab. Ende,
4 Kab. Ende, Ende
Ende Selatan, | Jumlah Laporan Fasilitasi 12 : 12
1.5.3 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Sanssa Kunjungan Tamu {aporan 1.998.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Selatan, Semua | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu o 1.998.000 tidak sesuai
Kelurahan
Kelurahan
Kab. Ende, Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Kab. Ende, Ende
Ende Selatan, | Penyelenggaraan Rapat 12 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12
L34 | Noordinasi dan Konulted Semua Koordinasi dan Konsultasi Laporan 5.000.000 Koordinasi dan Konsultasi SKPD Setatan, Semus Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 5.000.000 tidak sestam
SKPD Kelurahan
Kelurahan SKPD
Pengadaan Barang Milik Indeks Pengadaan Barang Pengadaan Barang Milik Daerah
1.6 | Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang 100 % 160.000.000 | Penunjang Urusan Pemerintah :"”"‘}P“"ﬁda"’" ﬁ"""e’fim:‘g‘m: 100 % 160.000.000 tidak sesual
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah Daerah enunjang Urusan Pem aera
Feat: S, Jumlah Unit Kendaraan Dinas Kab. Ende, Ende
161 Pengadaan Kendaraan Dinas | Ende Selatan, Ope nal atau Lapangan R N Pengadaan Kendaraan Dinas Sela‘tan s;mua Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional tidak ;
i Operasional atau Lapangan Semua pangs Operasional atau Lapangan ’ atau Lapangan yang Disediakan . : sesua
yang Disediakan Kelurahan
Kelurahan
Kab. Ende,
! Jumlah Unit Peralatan dan Kab. Ende, Ende
162 Pengadaan Peralatan dan Ende Selatan, Mesin Lalonye yons 1 Unit 10.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Selatan, Semua Jumiah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 1 Unit 10.000.000 tidak sdsus
Mesin Lainnya Semua Lainnya yang Disediakan
Disediakan Kelurahan
Kelurahan
Kab. Ende
5 Jumiah Unit Gedung Kantor Kab. Ende, Ende
Pengadaan Gedung Kantor Ende Selatan, Pengadaan Gedung Kantor atau ! Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan
163 atay Bangunan Lainnya S atau Bangunan Lainnya yang 1 Unit 150.000.000 Bangunan Lalnnys Selatan, Semua Lalnnya yang Disediakan 1 Unit 150.000.000 tidak sesuai
Disediakan Kelurahan
Kelurahan
Indeks Penyediaan Jasa "
Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Penunjang Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.7 Urusan Pemerintahan Daerah Penunj.ang Urusan 100 % 15.000.000 Urlzan Pemeérintaba Bacrah Pemmerintahen Dascah 100 % 15.000.000 tidak sesual
Pemerintahan Daerah
Kab. Ende
i : Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Ende, Ende ”
Penyediaan Jasa Komunikasi, Ende Selatan, 12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi 12
171 Jasa Komunikasi, Sumber Daya 15.000.000 Selatan, Semua , ! 15.000.000 tidak sesuai
Sumber Daya Air dan Listrik mr:han Air dan Listrik yang Disediakan Laporan Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Indeks Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik "
1.8 Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang 100 % 30.100.000 Daerah Penunjang Urusan rdekj::ms:ihar:? :::m:‘ﬂ;ﬁkooaeih 100 % 30.100.000 tidak sesuai
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Entiiyang Srusan b aera
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Biaya ::::;:::;an Operasional atau Lapangan ::"ve:z::ﬁ':::a:zm::.::::’ Kab. Ende, Ende | Jumiah Kendaraan Dinas Operasional atau
1.8.1 | Pemeliharaan, Pajak dan " | yang Dipelihara dan 7 Unit 24.500.000 mye b2 Selatan, Semua Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 7 Unit 24.500.000 tidak sesual
Semua ; Perizinan Kendaraan Dinas
Perizinan Kendaraan Dinas Kelurahan dibayarkan Pajak dan Operasional atau Lapangan Kelurahan Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan ra Perizinannya pRrRso panga
Kot Ence; Kab. Ende, Ende
Pemeliharaan Peralatan Ende Selatan, | Jumlah Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan ¥ ' Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
18.2 dan Mesin Lalinye Semua Lainnys yang Dipelihars 1 Unit 2.800.000 Meski Lalrinye Selatan, Semua Dipelihara 1 Unit 2.800.000 tidak sesuai
Kelurahan
Kelurahan
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Kab. Ende,

Pemeliharaan/Rehabilitasi Ende Setatani Jumlah Gedung Kantor dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Ende, Ende sl Gadiing Kanitor din Banauinan L
1.8.3 | Gedung Kantor dan Bangunan ‘| Bangunan Lainnya yang 1 Unit 2.800.000 Gedung Kantor dan Bangunan Selatan, Semua 8 Rantor can g L 1 Unit 2.800.000 tidak sesuai
5 Semua ; : f 5 yang Dipelihara/Direhabilitasi
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya Kelurahan
Kelurahan
PROGRAM Persentase Kecamatan yang
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENYELENGGARAAN melaksanakan Persentase Kecamatan yang melaksanakan
2 PEMERINTAHAN DAN Penyelenggaraan 100 % G500 ::mi?:::’;t:ﬁ:ﬂ Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik 100 % 65.000.000 tidak sesual
PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dengan baik
Persentase Pelaksanaan
21 Koordinasi Penyelenggaraan Koordinasi Penyelenggaraan Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Pelaksanaan Koordinasi
’ Kegiatan Pemerintahan di Kegiatan Pemerintahan di 100 % 44.000.000 Kegiatan Pemerintahan di Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 100 % 44.000.000 tidak sesual
Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan dengan Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan dengan Baik
Baik
Jumilah Laporan
Koordinias/Sinere! Kab. Ende, Koordinasi/Sinergi Koordinasi/Sinergl Perencanaan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi
Reresicanuat dan Pelakasnsen Ende Selatan Perencanaan dan Pelaksanaan 12 o Pelakasrnacn Jagetan Ka. Enie. Enda Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 12
Kegiatan Pemerintahan £ 30.000.000 Pemerintahan dengan Perangkat Selatan, Semua 30.000.000 tidak sesuai
211 Semua Kegiatan Pemerintahan Laporan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Laporan
dengan Perangkat Daerah dan Daerah dan Instansi Vertikal Kelurahan
\nstansi Vertikal Terkait Kelurahan dengan Perangkat Daerah dan Terkait Instansi Vertikal Terkait
Instansi Vertikal Terkait
Kab. Ende, Jumiah Dokumen Peningkatan .
:e“:nka?:r::i:t::::. di Encle Satatan; || Efaksifites: Keghatan 4 14.000.000 :::::E:;::f:ﬁif;::wmn :&:ﬂd;fn".f Sornialy Dukirnein PATSIKAR FiMINGS n 14.000.000 tidak sesuai
212 egiatan Semua Pemerintahan di Tingkat Dokumen o 2 Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen U K. Sesua
Tingkat Kecamatan Kecamatan Kelurahan
Kelurahan Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Porssrtas Peiskianisan Penyelenggaraan Urusan Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang  Tidak pemerintah Tidak Pemerintahan yang Tidak Urusan
2.2 Dilaksanakan oleh Unit Kerja an  yang 100 % 10.000.000 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh 100 % 10.000.000 tidak sesuai
Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di Perangkat Daerah yang Ada di Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kab. Ende, Jumlah laporan Peningkatan Peningkatan Efektifitas
221 Pelaksanaan Pelayanan Ende Selatan, | Efektifitas Pelaksanaan 12 10,000,000 Pelaksanaan Pelayanan kepada ::It:t::d:;:;d: iir':l:sl;:‘a:;onr::;en::;g:::an ::e:: Ifftasr Kat di 12 10.000.000 —_—
- kepada Masyarakat di Wilayah | Semua Pelayanan kepada Masyarakat Laporan R Masyarakat di Wilayah Kalurah.an Wilayah K mat:a i e Laporan o ak sesuai
Kecamatan Kelurahan di Wilayah Kec tan Kecamatan ayan Reca n
Koordinasi Pemeliharaan ::::;;a:r: i Prasa.:::;m::s; Koordinasi Pemeliharaan Persentase Koordinasi Pemeliharaan
23 Prasarana dan Sarana A 100% 11.000.000 Prasarana dan Sarana Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 11.000.000 tidak sesuai
Sarana Pelayanan Umum
Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kecamatan
Kecamatan
Jumlah Dokumen
Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Daerah dan/atau | Kab. Ende, Koordinasi/Sinerg) dengan Koordal/Singigl dengan Jumilah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah dan/atau | Kab.Ende, Ende
Instansi Vertikal yang Terkait | Ende Selatan, 2 Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal 2 7
231 Instansi Vertikal yang Terkait 11.000.000 Instansi Vertikal yang Terkait | Selatan, Semua 11.000.000 tidak sesuai
dalam Pemeliharaan Sarana | Semua Dokumen yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Dokumen
dalam Pemeliharaan Sarana dalam Pemeliharaan Sarana dan | Kelurahan
dan  Prasarana Pelayanan | Kelurahan Prasarana Pelayanan Umum
dan Prasarana Pelayanan Prasarana Pelayanan Umum
Umum
Umum
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Kecamatan yang PROGRAM PEMBERDAYAAN Pérsentase Kecamatin vina folakeanal
3 | MASYARAKAT DESA DAN melaksanakan Pemberdayaan 100% 35.000.000 | MASYARAKAT DESA DAN ot o S 100% 35.000.000 tidak sesuai
KELURAHAN Masyarakat dengan baik KELURAHAN aya ¥a gan bal
Pemberdayaan Lembaga ::ﬁ::s: P::‘al.k:: :: n Pemberdayaan Lembaga Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan
3.1 Kemasyarakatan Tingkat Kemas ar::atan N g: 100 % 35.000.000 Kemasyarakatan Tingkat Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 35.000.000 tidak sesuai
Kecamatan Y g . Kecamatan dengan Baik
Kecamatan dengan Baik
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Kab. Ende,

20

20

Jumlah Lembaga Kab. Ende, Ende | & o z
311 Penyelengyirsn Lambags B Selatn, Kemasyarakatan yang Lembaga 35.000.000 Penysler giesan Lomixgy Selatan, Semua Lembage yarakatenyang Lembigs 35.000.000 tidak sesuai
Kemasyarakatan Semua Kemasyara Kemasyarakatan Diselenggarakan Kemasyara
Diselenggarakan Kelurahan
Kelurahan katan katan
PROGRAM KOORDINASI Menurunnya Kasus Konflik PROGRAM KOORDINASI Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang Teriadi
4 KETENTRAMAN DAN Sosial yang Terjadi di 100% 30.000.000 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN psias m‘l'm e vang.ler 100 % 30.000.000 tidak sesual
KETERTIBAN UMUM Masyarakat UMUM 4
{oordinasl Ubava Persentase Pelaksanaan
Porialon ax:n Koordinasi Upaya Koordinasi Upaya Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya
4.1 Ket::teras;an dan Ketertiban Penyelenggaraan Ketentraman 100 % 10.000.000 Penyelenggaraan Ketenteraman Penyelenggaraan Ketentraman dan 100 % 10.000.000 tidak sesuai
dan Ketertiban Umum dengan dan Ketertiban Umum Ketertiban Umum dengan baik
Umum baik
Jumiah Laporan Hasil
Skerghas dengan Kepolisian Kab. Ende, Sinergitas dengan Kepolisian Sinergitas dengan Kegolisian Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan
Negara Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia, Kab. Ende, Ende
Ende Selatan, | Negara Republik Indonesia, 12 Kepolisian Negara Republik Indonesia, 12 ’
4.1.1 | Tentara Nasional Indonesia 10.000.000 Tentara Nasional Indonesia dan Selatan, Semua : - 10.000.000 tidak sesuai
dan Instansi Vertikal di Semua Tentara Nasional Indonesia Laporan Instansi Vertikal di Wilayah Kekirahan Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Laporan
\;IT n h :: eatan Kelurahan dan Instansi Vertikal di Kecamatan u Vertikal di Wilayah Kecamatan
Sysnecan Wilayah Kecamatan
Persentase Pelaksanaan
Koordinasi Penerapan dan Koordinasi Penerapan dan Koordinasi Penerapan dan Persentase Pelaksanaan Koordinasi
4.2 Penegakan Peraturan Daerah Penegakan Peraturan Daerah 100 % 20.000.000 Penegakan Peraturan Daerah Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah 100 % 20.000.000 tidak sesuai
dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Baik
dengan Baik
Koordinasi/Sinergi dengan Aumily Lapocan Koordinasi/Sinergi dengan
Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Daerah yang Tugas Perangkat Daerah yang Tugas Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan
Kab. Ende, Perangkat Daerah yang Tugas ’
dan Fungsinya di Bidang Ende Selatan dan Fungsinva di Bida 12 dan Fungsinya di Bidang Kab. Ende, Ende | Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya 12
4.2.1 Penegakan Peraturan ! Bsinya ng 20.000.000 Penegakan Peraturan Selatan, Semua di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- 20.000.000 tidak sesuai
Semua Penegakan Peraturan Laporan Laporan
Perundang- Undangan Perundang- Undangan dan/atau Kelurahan Undangan dan/atau Kepolisian Negara
X Kelurahan Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian Negara Kepolisian Negara Republik Republik Indonesia
dan/atau Kepolisian Negara
Republik indonesia Ind : Indonesia
Republik Ir
PROGRAM ::e':e:f:f Ke:k'::“:::"::zg PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Kecamatan yang
5 | PENYELENGGARAAN URUSAN Pem:ﬂm“::n ok - W 100 % 25.000.000 | URUSAN PEMERINTAHAN menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 100 % 25.000.000 tidak sesual
PEMERINTAHAN UMUM baik 3 UMUM Umum dengan baik
Persentase Pelaksanaan
Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan
53 Pemerintahan Umum Sesual Pemerintahan Umum sesuai 100 % 25.000.000 Pemerintahan Umum Sesual Urusan Pemerintahan Umum sesuai 100 % 25.000.000 tidak sesuai
Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah dengan Baik
dengan Baik
: . Kab. Ende, Jumlah Laporan Konflik yang
Penanganan Konflik Sosial S Penanganan Konflik Sosial Sesuai Kab. Ende, Ende
511 Sesual Ketentuan Peratiian Ende Selatan, | Ditangani Sesuai Ketentuan 12 25.000.000 Ketentuan Peraturan Perundang- Selatan, Semua Jumiah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai 12 25.000.000 ks
Semua Peraturan Perundang- Laporan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan
Perundang-Undangan Undangan Kelurahan
Kelurahan Undangan
01 KECAMATAN 226.300.000 KECAMATAN 226.300.000 tidak sesuai
PROGRAM PENUNJANG ::r:::::;’:;:;’:t"gi:::‘ PROGRAM PENUNJANG URUSAN Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
1. URUSAN PEMERINTAHAN secara efektif dan efisien 100 % 49.300.000 PEMERINTAHAN DAERAH Perangkat Daerah secara efektif dan efisien 100 % 49.300.000 tidak sesuai
DAERAH KABUPATEN/KOTA N Ttabiun KABUPATEN/KOTA selama 1 tahun
Perencanaan, Penganggaran, Indeks Perencanaan, Perencanaan, Penganggaran, dan
11 dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penganggaran, dan Evaluasi 100 % 700.000 Evaluasi Kinerja Perangkat L'::Tk: :‘il.'encjan:a:a,::knagtag ggar:n, i 100 % 700.000 tidak sesuai
Daerah Kinerja Perangkat Daerah Daerah Mamnera T aer
Penyusunan Dokumen Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
Jumiah Dokumen Perencanaan 4 Penyusunan Dokumen ! Jumiah Dokumen Perencanaan Perangkat 4
1.L1 | Perencansan Peranghat Ende:Setatan, Perangkat Daerah Dokumen 400.000 Perencanaan Perangkat Daerah Selutan, Daerah Dokumen 400.000 tidak sesual
Daerah Mbongawani Mbongawani
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Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
1.1.2 inerj 4 ‘
Evaluasi Kinerja Perangkat Ende Selatan, Jumilah Laporan Evaluasi 2 Laporan 300,000 Evaluasi Kinerja Perangkat Selatan, Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 2 Lagoran 300,000 tidak sesuai
Daerah Kinerja Perangkat Daerah Daerah Daerah
Mbongawani Mbongawani
Administrasi Keuangan Indeks Pelayanan Administrasi Administrasi Keuangan Perangkat Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan
1.2 Pirarskat ot Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.000.000 o Perangkst Doersh 100 % 3.000.000 tidak sesuai
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Penatausahaan Kab. Ende, Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Ende, Ende
4 Penatausahaan dan 10 ! Jumiah Dokumen Penatausahaan dan 10
1.2.1 | dan Pengujian/Verifikasi Ende Selatan, B 3.000.000 Pengujian/Verifikasi Keuangan Selatan, : 3.000.000 tidak sesuai
Keuangan SKPD Mbongawani :::gu;lanlveriﬂkasi Keuangan Dokumen SKPD M wan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen
Indeks Pelaksanaan
Administrasi Barang Milik
Administrasi Barang Milik Administrasi Barang Milik Daerah Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik
131 x:::: pada Perangkat Deerah pada Perangkat 100 % 1.000.000 pada Perangkat Daerah Deersh pade Perangkat Daersh 100 % 1.000.000 tidak sesuai
Daerah
Kab. Ende, Jumlah Laporan Kab. Ende, Ende
131 ;:::;:u;::;::;n"g Mk Ende Selatan, | Penatausahaan Barang Milik L nmn 1.000.000 :ea:::‘us:::as:'\(:;rang Mk Selatan, :;‘:::_:: La?;r;;:; natausahaan Barang Mk La nmn 1.000.000 tidak sesuai
Mbongawani | Daerah pada SKPD Fo P Mbongawani pa poi
Administrasi Umum Perangkat Indeks Pelayanan Administrasi Administrasi Umum Perangkat Indeks Pelayanan Administrasi Umum
14 Daerah Umum Perangkat Daerah 100 % 13.100.000 Daerah Perariat Daeralt 100 % 13.100.000 tidak sesuai
Kab. Ende, Kab. Ende, Ende 4
142 Penyediaan Bahan Logistik Ende Selatan, Jumlah Paket Bahan Logistik 3 Paket 9.6000.000 Penyediaan Bahan Logistik selatan, Jumla-h Paket Bahan Logistik Kantor yang 3 Paket 9.6000.000 tidkak sesust
Kantor Kantor yang Disediakan Kantor Disediakan
Mbongawani Mbongawani
Kab. Ende, Jumlah Paket Barang Cetakan Kab, Ende, Ende
143 ::n""::i“" 'f:a':;“ Cotakan Ende Selatan, | dan Penggandaan yang 2 Paket 500.000 :::“d:'a::a:m“‘ Cotakandan | o oiutan, :,‘:"'a';::::; m“gi::i':::nd‘“ 2 Paket 500.000 tidak sesual
TagAN Mbongawani | Disediakan Bga Mbongawani "R Yang
Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
1.4.4 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Ende Selatan, ;‘:"r"‘]':: “3;‘;:‘“""‘” " 12m 1.000.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Selatan, Jumiah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu " - . 1.000.000 tidak sesuai
Mbongawani Ba| s Mbongawani pora
Jumiah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
Penyelenggaraan Rapat 12 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12
LA3! | Kaordion! dan Konsultas] Endu Selatan, | '\ e dun Konsultast Laporan 2000000 | yoordinasi dan Konsultasi Skpp | Seiatan. Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4.000.000 tidak sesual
SKPD Mbongawani SKPD Mbongawani
Pengadaan Barang Milik Indeks Pengadaan Barang Pengadaan Barang Milik Daerah .
1.5 Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah pada Perangkat 100 % 10.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Widaks Pangadamn Barang Mk Decrsh pads 100 % 10.000.000 tidak sesuai
Perangkat Daerah
Pemerintah Daerah Daerah Daerah
Kab. Ende, Jumlah Unit Peralatan dan Kab. Ende, Ende
L5 :fe"s?:‘:;;;”“"“" o Ende Selatan, | Mesin Lainnya yang 1 Unit 10.000.000 E?::'d“" poralstandanmesti | coimh ’"m‘a;:’e’;':a:;a'm" den Mesin Linnga 1 Unit 10.000.000 tidak sesuai
va Mbongawani Disediakan e Mbongawani yang
Indeks Penyediaan Jasa o
Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Penunjang Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
14 Urusan Pemerintahan Daerah Persigung Uniesn a 18.000.000 Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah AN 35,000:000 tidak sesuai
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Kab. Ende, S Ehotiey PenyedlaaDn 12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Rab. Ende, Ende Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 12
62 Sumber Daya Air dan Listrik Ende Selatan, | Jasa Komunikasi, Sumber La n 3000.000 Sumber Daya Air dan Listrik sutatan. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan La 3.000.000 tickak sezual
el ¥ Mbongawani | Air dan Listrik yang Disediakan pors va Mbongawani ¥ yang poran
Kab. Ende, Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Ende, Ende
162 E:‘ﬁ?::;:" Felmynan Ende Selatan, | Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1zm 15.000.000 E’:L‘l'::’::::t::" falysmen Selatan, ﬂ‘::’;: z:::" T“;ied‘;'gi" o i " nmn 15000000 | tidak sesuai
Mbongawani | yang Disediakan po Mbongawani yang e PO
Pemeliharaan Barang Milik Indeks Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik
1.7 | Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang 100 % 3.500.000 Daerah Penunjang Urusan :‘::::;m':r::;’;fnl';:far;ﬂknoa":h 100 % 3.500.000 tidak sesuai
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah 8 e
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
3 Kab. Ende, Kab. Ende, Ende | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
1.7.1 Pemeliharaan, Biaya ! Operasional atau Lapangan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Pemeliharaan, Pajak dan :::::ei:t::{ yang Dipelihara dan Sk 3500000 Perizinan Kendaraan Dinas ::La:: s wani :;:P:: g:: ::ﬁ::;ﬁ':aﬁ dany cibayikan 2 Unit 1.500:000 Sk sesisal
Perizinan Kendaraan Dinas g2 dibayarkan Pajak dan Operasional atau Lapangan Ba . 'I I~ . , L .
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Operasional atau Lapangan Perizinannya
Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
172 :e"‘e'i:'d‘:'?:':ai::':"““ Ende Selatan, ﬂm’ha P:;";'f" “‘::aM“’" 1Unit 1.000.000 :::;::T;::“a i R ey g:;“;?:a::’a'a"’“ dan Masin Lainnys yang 1 Unit 1.000.000 tidak sesuai
an s v Mbongawani VRyRnE e Y Mbongawani
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Ende, Jumlah Gedung Kantor dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Ende, Ende Jumlah Gedung Kentor dan Bsngunan Lalrriva
1.7.3 | Gedung Kantor dan Bangunan Ende Selatan, | Bangunan Lainnya yang 1 Unit 1.000.000 Gedung Kantor dan Bangunan Selatan, g Di Iiharg /DIreh;hﬂitasl 8 ¥ 1 Unit 1.000.000 tidak sesuai
Lainnya Mbongawani | Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya Mbongawani yang Lepe
PROGRAM Persentase Kecamatan yang
PROGRAM PENYELENGGARAAN
2 PENYELENGGARAAN melaksanakan 100 % 2.000.000 PEMERINTAHAN DAN Persentase Kecamatan yang melaksanakan 100 % 2.000.000 tidak sesuai
PEMERINTAHAN DAN Penyelenggaraan PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik
PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dengan baik
Persentase Pelaksanaan
Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidak Pemerintahan Tidak Pemerintahan yang Tidak Urusan
2.1 Dilaksanakan oleh Unit Kerja yang 100 % 2.000.000 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh 100 % 2.000.000 tidak sesuai
Dilaksanakan oleh Unit Kerja . : Z
Perangkat Daerah yang Ada di Perangkat Daerah yang Ada di Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Jumlah laporan Peningkatan Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan Kah; Ende; Efektifitas Pelaksanaan 12 Pelaksanaan Pelayanan kepada Kab. Ende, Ende | Jumiah laporan Peningkatan Efektifitas 12 .
211 Ende Selatan, 2.000.000 Selatan, Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di 2.000.000 tidak sesuai
kepada Masyarakat di Wilayah Pelayanan kepada Masyarakat Laporan Masyarakat di Wilayah Laporan
Mbongawani Mbongawani Wilayah Kecamatan
Kecamatan di Wilayah Kecamatan Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Kecamatan yang PROGRAM PEMBERDAYAAN Peiseninse Kecaatan vang melaksarakan
3 MASYARAKAT DESA DAN melaksanakan Pemberdayaan 100 % 166.000.000 MASYARAKAT DESA DAN Periberdavian Ma ar:a tﬂ dangan baik 100 % 166.000.000 tidak sesuai
KELURAHAN Masyarakat dengan balk KELURAHAN ¥ SY &
Persentase Pelaksanaan
Kegiatan Pemberdayaan : Kegiatan Pemberdayaan Persentase Pelaksanaan Kegiatan .
31 Kehurahian Kegiatan Pemberdayaan 100 % 79.000.000 Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan dengan Baik 100 % 79.000.000 tidak sesuai
Kelurahan dengan Baik
aez Jumlah Lembaga .
:::In::(:kt:tn d:;::‘?:::m Kab. Ende, Kemasyarakatan yang 4 Lembaga :::Ingrk::: d:::ig:::‘ & Kab. Ende, Ende | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 4 Lembaga
311 =y Ende Selatan, | Berpartisipasi dalam Forum Kemasyara 26.000.000 sya Selatan, Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Kemasyara 26.000.000 tidak sesuai
Musyawarah Perencanaan , N Musyawarah Perencanaan .
Mbong; Musy Perencanaan katan Mbongawani Perencanaan Pembangunan di Kelurahan katan
Pembangunan di Kelurahan Pembangunan di Kelurahan
Pembangunan di Kelurahan
Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
312 Pembangunan Sarana dan Ende Selatan, Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit 28.000.000 Pembangunan Sarana dan Selatan, Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang 1 Unit 28.000.000 tidak sesiial
Prasarana Kelurahan Kelurahan Yang Terbangun Prasarana Kelurahan ’ Terbangun
Mbongawani Mb:
Jumlah Pokmas dan Ormas
" Kab. Ende, " Kab. Ende, Ende | Jumlah Pokmas dan Ormas yang
313 | PemberdayaanMasyaralatdl | oo cotatan, | Y2N€ Melaksanakan 1Pokmas/ | = 5coo0000 | Pemberdayaan Masyarakat di Selatan, Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi | > "™/ | 25 600.000 tidak sesual
Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Ormas Kelurahan Ormas
Mbongawani Mbongawani Kelurahan
Kelurahan
Pemberdayaan Lembaga :::;::s: :::_Ialk:::' :: "a Pemberdayaan Lembaga Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan
3.2 Kemasyarakatan Tingkat P raylratan Ti l;t 100 % 87.000.000 Kemasyarakatan Tingkat Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 87.000.000 tidak sesuai
Kecamatan S g Kecamatan dengan Baik
Kecamatan dengan Baik
Kab. Ende, Jumlah Lembaga | 4 Lembaga Kab. Ende, Ende 4 Lembaga
321 ::"m"e"’:f:a';‘:‘ Lembags Ende Selatan, | Kemasyarakatan yang | Kemasyara |  60.000,000 ::;V::e:ﬁz:" Lembaga Selatan, :J‘:s";'lz: ";'::mn Kematyarakatan YOOK | wowigers | 160:000;050 tidak sesual
sy Mbongawani | Diselenggarakan katan ¥ Mbongawani Bga katan
" Kab. Ende, Jumiah Lembaga 2 Lembaga . Kab. Ende, Ende 2 Llembaga
3.2.2 i::: t::"I:::as:;:sa ian Ende Selatan, | Kemasyarakatan yang Kemasyara 12,000,000 ::::::k:::a:::amas Lembaga Selatan, g’;ﬁal;i':nb:ga Kem::yarakatan yang Kemasyara 12.000,000 tidak sesuai
8 v Mbongawani Ditingkatkan Kapasitasnya katan ¥ Mbongawani ¥ e katan
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Jumlah Sarana dan Prasarana

Penyediaan Sarana dan Kab. Ende, Penyediaan Sarana dan Kab. Ende, Ende
3.23 | Prasarana Lembaga Ende Selatan, "Kz'r:ba‘:mhun - 1 Unit 15.000,000 | Prasarana Lembaga Selatan, ;‘;’r'::: :‘r’a':a";:"'" :mf;s'::;kf:ha" 1 Unit 15.000,000 tidak sesual
Kemasyarakatan Mbongawani Di aSY"a Kabi yang Kemasyarakatan Mbongawani ¥ yang
PROGRAM KOORDINASI Menurunnya Kasus Konflik PROGRAM KOORDINASI Meniriminge Kasus Konitik Sostal Teriadi
4 KETENTRAMAN DAN Sosial yang Terjadi di 100 % 4.000.000 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN i Mo m::t sus Ronflik Sosial yang Terja 100 % 4.000.000 tidak sesuai
KETERTIBAN UMUM Masyarakat UMUM ¥a
Koordinasi Upaya Persentase Pelaksanaan
P . ::n Koordinasi Upaya Koordinasi Upaya Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya
4.1 K:t"::t:nraggaa dan Ketertiban Penyelenggaraan Ketentraman 100 % 2.000.000 Penyelenggaraan Ketenteraman Penyelenggaraan Ketentraman dan 100 % 2.000.000 tidak sesuai
man dan Ketertiban Umum dengan dan Ketertiban Umum Ketertiban Umum dengan baik
Umum baik
Jumlah Laporan Hasil
.:'..Inerg'ltas dengar: Kfpolis’ian Sinergitas dengan Kepolisian Sinergitas dengan Kepolisian Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan
gara Republik Ir ; Kab. Ende, Negiira Recublikindonests 13 Negara Republik Indonesia, Kab. Ende, Ende Kepolisian N Republik Indonesi 12
4.1.1 | Tentara Nasional Indonesia Ende Selatan, egara Repu i 2.000.000 Tentara Nasional Indonesia dan Selatan, epolisian Negara Repu Ndonsss, 2.000.000 tidak sesuai
Tentara Nasional Indonesia Laporan Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Laporan
dan Instansi Vertikal di Mbongawani Instansi Vertikal di Wilayah Mbongawani
dan Instansi Vertikal di Vertikal di Wilayah Kecamatan
Wilayah Kecamatan Kecamatan
Wilayah Kecamatan
Persentase Pelaksanaan
Koordinasi Penerapan dan Koordinasi Penerapan dan Koordinasi Penerapan dan Persentase Pelaksanaan Koordinasi
4.2 Penegakan Peraturan Daerah Penegakan Peraturan Daerah 100 % 2.000.000 Penegakan Peraturan Daerah Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah 100 % 2.000.000 tidak sesuai
dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Baik
dengan Baik
Koordinasi/Sinergi dengan Jumiah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan
Koordinasi/Sinergl dengan
Perangkat Daerah yang Tugas Perangkat Daerah Tiiaas Perangkat Daerah yang Tugas Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan
dan Fungsinya di Bidang Kab. Ende, dans Fungsirya d BY::: & 12 dan Fungsinya di Bidang Kab. Ende, Ende | Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya 12
4.2.1 | Penegakan Peraturan Ende Selatan, P kann:era —— L P 2.000.000 Penegakan Peraturan Selatan, di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- i a 2.000.000 tidak sesuai
Perundang- Undangan Mbongawani B po! Perundang- Undangan dan/atau Mbongawani Undangan dan/atau Kepolisian Negara pora
Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian Negara Kepolisian Negara Republik Republik Indonesia
Republik Indonesia o/ wei Kapolulan Magars Indonesia
Republik Indonesia
PROGRAM :f;"":::e Ke:;'a":ﬁ:u:r"‘s PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Kecamatan yang
5 PENYELENGGARAAN URUSAN Pemr:intag::n P — 100 % 5.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 100 % 5.000.000 tidak sesuai
PEMERINTAHAN UMUM o g UMUM Umum dengan balk
Persentase Pelaksanaan
Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan
5.1 Pemerintahan Umum Sesuai Pemerintahan Umum sesuai 100 % 5.000.000 Pemerintahan Umum Sesuai Urusan Pemerintahan Umum sesuai 100 % 5.000.000 tidak sesuai
Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah dengan Baik
dengan Baik
Jumiah Laporan Konfiik yang
Penanganan Konflik Sosial Kab. Ende, Penanganan Konflik Sosial Sesuai | Kab. Ende, Ende
5.1.1 Sesuai Ketentuan Peraturan Ende Selatan, 'I:)Lt;l:ﬁrl‘.‘;:s:a;‘;ete?tuan a uran 5.000.000 Ketentuan Peraturan Perundang- | Selatan, :;T::rul:np:;:tS;Trevr::?iz:ta_ziz'::esuai La 12 5.000.000 tidak sesual
Perundang-Undangan Mbongawani Undangan g L Undangan Mbongawani & gan poran
02 KECAMATAN 299.300.000 KECAMATAN 299.300.000 tidak sesuai
PROGRAM PENUNJANG ::x&‘::’::;:;;‘:“;t:::‘ PROGRAM PENUNJANG URUSAN Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
1. URUSAN PEMERINTAHAN sEcare o f dan efisien 100 % 34.300.000 PEMERINTAHAN DAERAH Perangkat Daerah secara efektif dan efisien 100 % 34.300.000 tidak sesuai
DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA selama 1 tahun
selama 1 tahun
Perencanaan, Penganggaran, Indeks Perencanaan, Perencanaan, Penganggaran, dan
1.1 | dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penganggaran, dan Evaluasi 100% 700.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Lgf&?iﬁ:“”::g::;ﬁ‘;ﬂ:"' dan 100% 700.000 tidak sesual
Daerah Kinerja Perangkat Daerah Daerah ria
Penyusunan Dokumen Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 4
1.1.1 | Perencanaan Perangkat Ende Selatan, 400.000 Selatan, 400.000 tidak sesuai
Daerah Tetandira Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tetandara Daerah Dokumen
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Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
112 4 i T ] y
g\:lua:i Kinerja Perangkat Ende Selatan, :(L::.nela: ::‘::::a i\r;luaﬂh e 300.000 ;‘::::I Kinerja Perangkat Selatan, g.lar:::: Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Z VAN 300,000 tidak sesuai
era Tetandara T B nerd Tetandara
Administrasi Keuangan Indeks Pelayanan Administrasi Administrasi Keuangan Perangkat Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan
i3 Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah 100% 0100 Daerah Perangkat Daerah 100% /000000 tidak: sesumi
Pelskssmaan Penatmsslu Kab. Ende, :’:r::aﬁi::::e:an 10 Pelaksanaan Penatausahasn dan Kab. Ends, Ende Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 10
1.2.1 | dan Pengujian/Verifikasi Ende Selatan, Pengujian/Verifikasi Keuangan Dokumen 3.000.000 Pengujian/Verifikasi Keuangan Selatan, Pengujlan/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen 3.000.000 tidak sesuai
Keuangan SKPD Tetandara sxpg 83 SKPD Tetandara 8 s g
Indeks Pelaksanaan
Administrasi Barang Milik
Administrasi Barang Milik Administrasi Barang Milik Daerah Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik
133 g::::: pada Perangiat Daerah pada Perangkat 10% 1.000.000 pada Perangkat Daerah Daerah pada Perangkat Daerah Ly L0000 Hilakmsusl
Daerah
Kab. Ende, Jumlah Laporan Kab, Ende, Ende
131 ;::::”“::’S';:;“"‘ Mk | Endeselatan, | Penatausahaan Barang Milik b nran 1.000.000 ;Z:::"“::;’;:;'a“‘ i Selatan, g‘;:::: LZ‘;‘;‘:::; natmusshaan Barang Milik " 12m 1.000.000 tidak sesuai
e Tetandara Daerah pada SKPD po pa Tetandara P o
Administrasi Umum Perangkat Indeks Pelayanan Administrasi Administrasi Umum Perangkat Indeks Pelayanan Administrasi Umum
1.4 Daerah Umum Perangkat Daerah 100 % 13.100.000 Daerah Perangkat Daerah 100 % 13.100.000 tidak sesuai
Kab. Ende, ¢ e Kab. Ende, Ende
142 ::::::laan Bahan Logistik Ende Selatan, t:atlah Pake:) Ii!.;hdai:kl:;glsnk 3 Paket 9.6000.000 ::::r:?iaan Bahan Logistik Selatan, g.:::i‘:li:::et Bahan Logistik Kantor yang 3 Paket 9.6000.000 tidak sesual
Tetandara DEYRe Tetandara
Kab. Ende, Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Ende, Ende
143 :::\::rllaan B:araa:g Cetakin Ende Selatan, | dan Penggandaan yang 2 Paket 500.000 ::::ve::}a:;:arang Cetaken dan Selatan, ;i::lah::::; Ba;angbﬁ:gndan 2 Paket 500.000 tidak sesuai
gl Tetandara Disediakan Ba Tetandara Bga yang
Kab. Ende, Jumlah Laporan Fasilitasi 12 Kab. Ende, Ende 12
1.4.4 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Ende Selatan, Kunjury p?_am La 1.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Selatan, Jumiah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu La 1.000.000 tidak sesuai
Tetandara ean u poran Tetandara poran
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
A3 Koordinasi dan Konsuitasi Ende Selatan, Penyelenggaraa Rapat 12 2.000.000 Penyelenggaraan Rapat Selatan, Jumiah Laporan Penyelenggaraan Rapat 2 2.000.000 tidak sesuai
Koordinasi dan Konsultasi Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan
SKPD Tetandara SKPD Tetandara
Pengadaan Barang Milik Indeks Pengadaan Barang Pengadaan Barang Milik Daerah
1.5 Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah pada Perangkat 100 % 10.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah indeks Pengadaan Barang Millk Daerah pada 100 % 10.000.000 tidak sesuai
Perangkat Daerah
Pemerintah Daerah Daerah Daerah
Kab. Ende, Jumlah Unit Peralatan dan Kab. Ende, Ende .
151 l:t:!;gi:t‘l:i:r:‘ peralatan dan Ende Selatan, | Mesin Lainnya yang 1 Unit 10.000.000 Il::::adaan peralatan dan mesin Selatan, Ju;:!nla{;uisuer‘;nita:::alatan dan Mesin Lainnya 1 Unit 10.000.000 tidak sesual
¥a Tetandara Disediakan ¥ Tetandara yang
Indeks Penyediaan Jasa . K .
Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Penunjang Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
£6 Urusan Pemerintahan Daerah Patuirjang Urasan A00% 3000000 Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah 200:% 000,000 Hdak sesual
Pemerintahan Daerah
Kab. Ende, Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Ende, Ende .
O | e e s | Snde S, | s KomuniasiSomperoons | 2| agmooon | Tt Komnkes | gy, | Joich aporespevednestomikes, | 32| i | ke
m 4 Tetandara Air dan Listrik yang Disediakan pa ¥ Tetandara u U yang e P
Pemeliharaan Barang Milik Indeks Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik
1.7 Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang 100 % 3.500.000 Daerah Penunjang Urusan :‘::::.::msrr:ar:?e:‘a;;z;r;:knzﬁ?hh 100 % 3.500.000 tidak sesuai
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Jang
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Peivedinan fasa Peralifatian
171 Pemeliharaan, Biaya Kab. Ende, Operasional atau Lapangan Bia ?Pemeliharaan Pajak dan' Kab. Ende, Ende | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
o Pemeliharaan, Pajak dan Ende Selatan, | yang Dipelihara dan 2 Unit 1.500.000 ¥ ! Selatan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 2 Unit 1.500.000 tidak sesual
B Perizinan Kendaraan Dinas
Perizinan Kendaraan Dinas Tetandara dibayarkan Pajak dan Opérasionalatii Giaraan Tetandara Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan Perizinannya pe a panga
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Kab. Ende, . Kab. Ende, Ende .
172 :emel:;a:?a:a i Peralatan Ende Selatan, i:::‘ah P::al;tlan "(:;n Mesin 1 Unit 1.000.000 ::tzier:ilh;:‘a:na Peralatan dan Selatan, .(I)t:ml::aPeralatan dan Mesin Lainnya yang 1 Unit 1.000.000 vichil scsitat
an esin Lainnya Tetandara va yang Dipelihara . v Tetandara peshara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Ende, Jumlah Gedung Kantor dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Ende, Ende DI ———
1.7.3 | Gedung Kantor dan Bangunan Ende Selatan, | Bangunan Lainnya yang 1 Unit 1.000.000 Gedung Kantor dan Bangunan Selatan, ng D Fihar: /Direhabilitasi 8 ¥ 1 Unit 1.000.000 tidak sesuai
Lainnya Tetandara Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya Tetandara yang: Dipe
PROGRAM Persentase Kecamatan yang
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENYELENGGARAAN melaksanakan Persentase Kecamatan yang melaksanakan .
2 PEMERINTAHAN DAN Penyelenggaraan w0% 2,000,000, ::m?::;:tﬁ;ﬁ:” Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik 0% 000000, tidak sesual
PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dengan baik
Penyelenggaraan Urusan Persentase Pulalsania) Penyelenggaraan Urusan Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Urusan s
Pemerintahan yang Tidak Pemerintah n Tidak Pemerintahan yang Tidak Urusan
21 Dilaksanakan oleh Unit Kerja an _yang 100 % 2.000.000 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh 100 % 2.000.000 tidak sesuai
Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di Perangkat Daerah yang Ada di Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Jumlah laporan Peningkatan Peningkatan Efektifitas z
Pelaksanaan Pelayanan Kabi. Ende; Efektifitas Pelaksanaan 12 Pelaksanaan Pelayanan kepada Kab. Ende, Ende | Jumiah laporan Peningkatan Efektifitas 12
211 Ende Selatan, 2.000.000 Selatan, Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di 2.000.000 tidak sesuai
kepada Masyarakat di Wilayah Tetardars Pelayanan kepada Masyarakat Laporan Masyarakat di Wilayah Tetandara Wilayah Kecamatan Laporan
Kec tan di Wilayah Kecamatan Kecamatan i
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Kecamatan yang PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase K atan yang melaksanakan
3 | MASYARAKAT DESA DAN melaksanakan Pemberdayaan 100 % 254,000.000 | MASYARAKAT DESA DAN bl a::":‘as r::af s 100 % 254000000 | tidak sesuai
KELURAHAN Masyarakat dengan baik KELURAHAN ¥ i &
Persentase Pelaksanaan
31 Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Pemberdayaan 100% 122.000.000 Kegiatan Pemberdayaan Persentase Pelaksanaan Kegiatan ) 100 % 122.000.000 tidak sesuai
Kelurahan Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan dengan Baik
Kelurahan dengan Baik
Jumlah Lembaga <
Paningitan Partisips! Kab. Ende, Kemasyarakatan yang 4 Lembaga Peningkstan Partisipasi Kab. Ende, Ende | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 4 Lembaga
Masyarakat dalam Forum Masyarakat dalam Forum :
311 Ende Selatan, | Berpartisipasi dalam Forum Kemasyara 29.000.000 Selatan, Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Kemasyara 29.000.000 tidak sesuai
Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan
Tetandara Musyawarah Perencanaan katan = Tetandara Perencanaan Pembangunan di Kelurahan katan
Pembangunan di Kelurahan Pembangunan di Kelurahan
Pembangunan di Kelurahan
Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
312 Pembangunan Sarana dan Ende Selatan, Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit 53.000.000 Pembangunan Sarana dan Selatan, Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang 1 Unit 53.000.000 tickik sesual
Prasarana Kelurahan Kelurahan Yang Terbangun Prasarana Kelurahan Terbangun
Tetandara Tetandara
Jumlah Pokmas dan Ormas
Kab. Ende, Kab. Ende, Ende | Jumlah Pokmas dan Ormas yang
Pemberdayaan Masyarakat di yang Melaksanakan 1 Pokmas / Pemberdayaan Masyarakat di 1 Pokmas /
3.1.3 Kehirahas Ende Selatan, Pemberdayaan Masyarakat di Ormas 40.000.000 Kelurahan Selatan, Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Ofmas 40.000.000 tidak sesuai
Tetandara Tetandara Kelurahan
Kelurahan
Pemberdayaan Lembaga ::g::::‘r: :::L'::? :: na Pemberdayaan Lembaga Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan
3.2 Kemasyarakatan Tingkat Y: & 100 % 132.000.000 Kemasyarakatan Tingkat Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 132.000.000 tidak sesuai
Kemasyarakatan Tingkat
Kecamatan . Kecamatan dengan Baik
Kecamatan dengan Baik
Kab. Ende, Jumiah Lembaga | 4Lembaga Kab. Ende, Ende 4 Lembaga
3.2.1 ::z::enrgagk:';:n Lembaga Ende Selatan, | Kemasyarakatan yang | Kemasyara 95.000.000 ::;ve‘en'ﬁa:a? Loinboga Selatan, J[;‘i::l:: al':T::ga Kemarrarakaten yang Kemasyara 95.000.000 tidak sesuai
ya Tetandara Diselenggarakan katan /s Tetandara BE; katan
Kab. Ende, Jumlah Lembaga 2 Lembaga Kab. Ende, Ende 2 Lembaga
3.2.2 E:fr:g:kat::ﬂf:spa:::ak: tah Ende Selatan, | Kemasyarakatan yang Kemasyara 12.000.000 :::::ka't::af::asnas Lembaga Selatan, g;nla:;;r::::a Ketg::y:rakahn yang Kemasyara 12,000.000 tidak sesuai
i ¥ Tetandara Ditingkatkan Kapasitasnya katan L Tetandara ng pas ¥ katan
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Penyediaan Sarana dan Kab. Ende, :::l:: Sarana-dar Frasarana Penyediaan Sarana dan Kab, Ende, Ende Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga
3.23 Prasarana Lembaga Ende Selatan, Kemassarakatan n 1 Unit 25.000.000 Prasarana Lembaga Selatan, Kemasyarakatan yang Disediakan B 1 Unit 25.000.000 tidak sesuai
Kemasyarakatan Tetandara o va yang Kemasyarakatan Tetandara e Lt
Disediakan
PROGRAM KOORDINASI Menurunnya Kasus Konflik PROGRAM KOORDINASI .
4 KETENTRAMAN DAN Soslal yang Terjadi di 100 % 4.000.000 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN :‘::’ﬁ‘:'“"r:"'k:t“"“‘ Kop Wk Sosial yang Terjad! 100 % 4,000.000 tidak sesuai
KETERTIBAN UMUM Masyarakat UMUM sya
Koordinasi Upava Persentase Pelaksanaan
Poo Inas pay: Koordinasi Upaya Koordinasi Upaya Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya
4.1 Kz:::{:;ﬁam:';n Ketertiban Penyelenggaraan Ketentraman 100 % 2.000.000 Penyelenggaraan Ketenteraman Penyelenggaraan Ketentraman dan 100 % 2.000.000 tidak sesuai
an o dan Ketertiban Umum dengan dan Ketertiban Umum Ketertiban Umum dengan baik
Umum baik
Jumiah Laporan Hasil i
Sinergitas dengan Kepolisian Sinergitas dengan Kepolisian Sinergitas dengan Kewllff'a" Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan
Negara Republik Indonesia, Kab. Ende, Negara Republik Indonesia 12 Negara Republik Indonesia, Kab. Ende, Ende Kepolisian Negara Republik Indonesia 12
4.1.1 | Tentara Nasional Indonesia Ende Selatan, esara nep ! 2.000.000 Tentara Nasional Indonesia dan Selatan, £p0 & PUDH ! 2.000.000 tidak sesuai
Tentara Nasional Indonesia Laporan . Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Laporan
dan Instansi Vertikal di Tetandara % Instansi Vertikal di Wilayah Tetandara
Wilayah iR dan Instansi Vertikal di tacamatin Vertikal di Wilayah Kecamatan
e m Wilayah Kecamatan
Persentase Pelaksanaan
Koordinasi Penerapan dan Koordinasi Penerapan dan Koordinasi Penerapan dan Persentase Pelaksanaan Koordinasi
4.2 Penegakan Peraturan Daerah Penegakan Peraturan Daerah 100 % 2.000.000 Penegakan Peraturan Daerah Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah 100 % 2.000.000 tidak sesuai
dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Baik
dengan Baik
Koordinasi/Sinergi dengan Jumiah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan
Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Daerah yang Tugas Perangkat Daerah yang Tugas Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang Kab. Ende, dan Fungsinya di Bidan 12 dan Fungsinya di Bidang Kab. Ende, Ende | Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya 12
4.2.1 | Penegakan Peraturan Ende Selatan, Pen nf:n":emmmn 8 Laporan 2.000.000 Penegakan Peraturan Selatan, di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Laporan 2.000.000 tidak sesuai
Perundang- Undangan Tetandara g por Perundang- Undangan dan/atau Tetandara Undangan dan/atau Kepolisian Negara o
Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian Negara Kepolisian Negara Republik Republik Indonesia
Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Indonesia
pu &k Republik Indonesia
PROGRAM ;"e’:e"lt:* ":r“ak;“:m:::" PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Kecamatan yang
5 | PENYELENGGARAAN URUSAN Pem::m’;i‘a il sl 100 % 5.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 100% 5.000.000 tidak sesuai
PEMERINTAHAN UMUM o e UMUM Umum dengan baik
Persentase Pelaksanaan
Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan
5.1 Pemerintahan Umum Sesuai Pemerintahan Umum sesuai 100 % 5.000.000 Pemerintahan Umum Sesual Urusan Pemerintahan Umum sesuai 100 % 5.000.000 tidak sesuai
Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah dengan Baik
dengan Baik
Jumlah Laporan Konflik yang <
Penanganan Konflik Sosial Kab. Ende, G 2 . Penanganan Konflik Sosial Sesuai Kab. Ende, Ende .
5.1.1 | Sesuai Ketentuan Peraturan Ende Selatan, Ditangani Sesual Ketentian 12 5.000.000 Ketentuan Peraturan Perundang- | Selatan, Jumiah Laporan Konflik yang Ditangani Sesual 2 5.000.000 tidak sesuai
Peraturan Perundang- Laporan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan
Perundang-Undangan Tetandara Undangan Tetandara
Undangan
03 KECAMATAN 298.300.000 KECAMATAN 298.300.000 tidak sesuai
PROGRAM PENUNJANG ::x’::g‘?:" “:t':t"'l';‘a::::l PROGRAM PENUNJANG URUSAN Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
1. | URUSAN PEMERINTAHAN i d;" ool 100 % 49.300.000 | PEMERINTAHAN DAERAH Perangkat Daerah secara efektif dan efisien 100 % 49.300.000 tidak sesual
DAERAH KABUPATEN/KOTA e KABUPATEN/KOTA selama 1 tahun
selama 1 tahun
Perencanaan, Penganggaran, Indeks Perencanaan, Perencanaan, Penganggaran, dan
11 dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penganggaran, dan Evaluasi 100 % 700.000 Evaluasi Kinerja Perangkat :L:T::;;i;e da ::g:;;?;::::n' on 100 % 700.000 tidak sesuai
Daerah Kinerja Perangkat Daerah Daerah
Penyusunan Dokumen Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Penyusunan Dokumen Jumiah Dokumen Perencanaan Perangkat 4
114 PD:'::?"“" Parangkat :::::ﬁ::n‘ Perangkat Daerah Dokumen B0 Perencanaan Perangkat Daerah Suer:;tan, Sukon Daerah Dokumen HOO.000 tidak sesusl
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Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
1.1.2 | Evaluasi Kinerja Perangkat & Jumlah Laporan Evaluasi Evaluasi Kinerja Perangkat ’ Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat _
h Ende Seliatan, Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 3000.000 Daerah Selatan, Rukun Daerah 2 Laporan 3000.000 tidak sesuai
Rukun Lima Lima
Administrasi Keuangan Indeks Pelayanan Administrasi Administrasi Keuangan Perangkat Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan
L Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah 300% 0000 Daerah Perangkat Daerah 100/% 000000 T S
Pelaksanaan Penatausahaan Kab. Ende, :-‘:r::uat:u[::::ral;e:an 10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Ende, Ende Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 10
1.2.1 | dan Pengujian/Verifikasi Ende Selatan, 3.000.000 Pengujian/Verifikasi Keuangan Selatan, Rukun 3.000.000 tidak sesuai
Keuangan SKPD Fkun Lima ::rpvgujlanNerlﬂkasl Keuangan Dokumen SKPD i Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen
Indeks Pelaksanaan
Administrasi Barang Milik ”
Administrasi Barang Milik Administrasi Barang Milik Daerah Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik
131 x::: pada Perangiat Daerah pada Perangkat 100.% %.600.000 pada Perangkat Daerah Daerah pada Perangkat Daerah s 1.000.000 tidak:sesual
Daerah
Kab. Ende, Jumiah Laporan Kab. Ende, Ende 5
131 ;;:at:usa:aast;:;rang Mk Ende Selatan, | Penatausahaan Barang Milik La 12ran 1.000.000 ;::;:usa:::'(:;mm Ml Selatan, Rukun :;::'r:: Lpaa:oar;::;natausahaan Sarang Mink La o 1.000.000 tidak sesuai
oy s Rukun Lima Daerah pada SKPD o ¥ Lima poran
Administrasi Umum Perangkat Indeks Pelayanan Administrasi Administrasi Umum Perangkat Indeks Pelayanan Administrasi Umum
14 Daerah Umum Perangkat Daerah 0% 13.100.000 Daerah Perangkat Daerah 100% 13,100,000 tidak sesual
Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
142 Penyediaan Bahan Logistik Ende Selatan, Jumlah Paket Bahan Logistik 3 paket 9.6000.000 Penyediaan Bahan Logistik Selatan, Rukun Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 3 Paket 9.6000.000 tidak sesuai
Kantor Kantor yang Disediakan Kantor Disediakan
Rukun Lima Lima
Kab. Ende, Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Ende, Ende
143 :::y::;aann?::g Cétalan Ende Selatan, | dan Penggandaan yang 2 Paket 500.000 :::yed::;:arang Cetakan dan Selatan, Rukun i‘;:‘hh:::i B::‘ang;:dt?k:n dan 2 Paket 500.000 tidak sesuai
8ga Rukun Lima Disediakan 6ga Lima Bga yang akan
Kab. Ende, . Kab. Ende, Ende
1.4.4 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Ende Selatan, UM Laporen Faskitast 1 1.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Selatan, Rukun Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu A2 1.000.000 tidak sesuai
Kunjungan Tamu Laporan Laporan
Rukun Lima Lima
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
LES Koordinasi dan Konsultasi Ende Selatan, Penyelenggaraan Rapat 1 2.000.000 Penyelenggaraan Rapat Selatan, Rukun dumlsh Laporan Penyelenggaraan Repet 12 2.000.000 tidak sesuai
Koordinasi dan Konsultasi Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan
SKPD Rukun Lima SKPD Lima
Pengadaan Barang Milik Indeks Pengadaan Barang Pengadaan Barang Milik Daerah
15 Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah pada Perangkat 100 % 10.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Indeks Pengadaan Barang Millk Daersh pada 100 % 10.000.000 tidak sesuai
Perangkat Daerah
Pemerintah Daerah Daerah Daerah
Kab. Ende, Jumlah Unit Peralatan dan Kab. Ende, Ende .
151 :::s?:‘::s:l peralatan dan Ende Selatan, | Mesin Lainnya yang 1 Unit 10.000.000 r:i::m"" pessistandanmesin | o bban; Rikon ’:m'a;;';';::n“"“" i Mesin Linnyh 1 Unit 10.000.000 tidak sesuai
va Rukun Lima Disediakan Ve Lima yang
Indeks Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Penunjang Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
18 Urusan Pemerintahan Daerah Penuajang Uy A00% 18.000.000 Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah 1 15.000.000 tidak seaunl
Pemerintahan Daerah
Kab. Ende, Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Ende, Ende
161 | gorvediaen :‘;:‘;"":I“'t'::" Ende Selatan, | Jasa Komunikasi, Sumber Daya | | 12 3.000.000 ;::“"::r'a;: g e g Selatan, Rukun ;‘;’;'::ris:m;:::‘if'::: ’“:“ ET;:::E:L .. 3.000.000 tidak sesuai
¥ n LS Rukun Lima Air dan Listrik yang Disediakan por; va Lima ida n Listrik yang po
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Kab. Ende, Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Ende, Ende
16.2 :fn“::f:‘:':'t;:“ Pelayanan Ende Selatan, | Jasa Pelayanan Umum Kantor | um 15.000.000 ;‘m' 'u'm“':(’::t:’a Pelaranin Selatan, Rukun ﬂ‘:‘::': gx:" ':’";ie:z';::’“ Pebiyaen " 12m 15000000 | tidak sesuai
Rukun Lima yang Disediakan e Lima yang PO
Pemeliharaan Barang Milik Indeks Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik
1.7 | Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang 100 % 3.500.000 Daerah Penunjang Urusan L‘;"::‘:’i::m;g:zl:";mrﬂkoigh 100 % 3.500.000 tidak sesuai
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah 8
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas
174 Pemeliharaan, Biaya Kab. Ende, Operasional atau Lapangan ;;Weg;:':::a:im:a".::r:::‘ Kab. Ende, Ende | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
o Pemeliharaan, Pajak dan Ende Selatan, | yang Dipelihara dan 2 Unit 1.500.000 va o Selatan, Rukun Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 2 Unit 1.500.000 tidak sesuai
Perizinan Kendaraan Dinas
Perizinan Kendaraan Dinas Rukun Lima dibayarkan Pajak dan Obkrationsl staw Lanat Lima Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan Perizinannya pangan
Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
17.2 Pemeliharaan Peralatan Ende Selatan, Jumiah Peralatan dan Mesin 1 Unit 1.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan Selatan, Rukun Jumiah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 1 Unit 1.000.000 sk sesiiai
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Mesin Lainnya Dipelihara
Rukun Lima Lima
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Ende, Jumlah Gedung Kantor dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Ende, Ende
1.7.3 | Gedung Kantor dan Bangunan Ende Selatan, | Bangunan Lainnya yang 1 Unit 1.000.000 Gedung Kantor dan Bangunan Selatan, Rukun J"':la; Gi?;:::,ﬁ:::::;;;? ngunan Lainnya 1 Unit 1.000.000 tidak sesuai
Lainnya Rukun Lima Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya Lima yang Hipe
PROGRAM Persentase Kecamatan yang
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENYELENGGARAAN melaksanakan Persentase Kecamatan yang melaksanakan
2| PEMERINTAHAN DAN Penyelenggaraan 100% 2.000.000 :immm':,‘::;m” Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik 1005 2.000.000 ticak sesuai
PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dengan baik
Penyelenggaraan Urusan Persantase Pelalsansan Penyelenggaraan Urusan Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidak Foriarkiabin ng  Tidak Pemerintahan yang  Tidak Urusan
21 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Yyang 100 % 2.000.000 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh 100 % 2.000.000 tidak sesuai
Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di Perangkat Daerah yang Ada di Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kab. Ende, Jumlah laporan Peningkatan Peningkatan Efektifitas Kab. Ende, Ende | Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas
21,1 | Pelaksansan Pelmanan Ende Selatan, | Efektifites Pelaksanaan 1 2.000.000 Palesaran Pelinen Kegsds. | oL | Pelekssnin Pelayanan kepada Masyarakat di 2 2.000.000 tidak sesual
" | kepada Masyarakat di Wilayah | 0 ° R0 o™ | pelayanan kepada Masyarakat |  Laporan £ Masyarakat di Wilayah e e ah"“m - an Sys Laporan P s
Kecamatan uku di Wilayah Kecamatan Kecamatan ald matan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Kecamatan yang PROGRAM PEMBERDAYAAN PecEentase Kecainaia melaksanakan
3 | MASYARAKAT DESA DAN melaksanakan Pemberdayaan 100 % 238.000.000 | MASYARAKAT DESA DAN heks<ltirarbaai g :ﬁ":;‘f mesiley 100 % 238.000.000 tidak sesuai
KELURAHAN Masyarakat dengan baik KELURAHAN yaan Masy ngal
Persentase Pelaksanaan
Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Pemberdayaan Persentase Pelaksanaan Kegiatan
31 | Kelurshan Kaghatan hemberdayn 0% HLO000 | wahicahiin Pemberdayaan Kelurahan dengan Baik 100:% 111.000000 | tidak sesual
Kelurahan dengan Baik
Jumlah Lembaga
:::lng::::: dpai:::’:::::m Kab. Ende, Kemasyarakatan yang 4 Lembaga :‘Ie:lng:(::: d:::':: ::m Kab. Ende, Ende | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 4 Lembaga
311 sye Ende Selatan, | Berpartisipasi dalam Forum Kemasyara 28.000.000 sya Selatan, Rukun Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Kemasyara 28.000.000 tidak sesual
Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan 2
Rukun Lima Musyawarah Perencanaan katan Lima Perencanaan Pembangunan di Kelurahan katan
Pembangunan di Kelurahan Pembangunan di Kelurahan
Pembangunan di Kelurahan
Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
312 Pembangunan Sarana dan Ende Selatan, Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit 48.000.000 Pembangunan Sarana dan Selatan, Rukun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang 1 Unit 48.000,000 tidak sesual
Prasarana Kelurahan Kelurahan Yang Terbangun Prasarana Kelurahan Terbangun
Rukun Lima Lima
Jumiah Pokmas dan Ormas
Kab. Ende, Kab. Ende, Ende | Jumlah Pokmas dan Ormas yang
Pemberdayaan Masyarakat di yang Melaksanakan 1 Pokmas / Pemberdayaan Masyarakat di 1 Pokmas /
313 Klarahan Ende Selatan, Pemberdayaan Masyarakat di Ocinas 35.000.000 Kelurahan Selatan, Rukun Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Ormas 35.000.000 tidak sesuai
Rukun Lima Lima Kelurahan
Kelurahan
Pemberdayaan Lembaga PI :mbe:‘:e Pel:::ra: :: g Pemberdayaan Lembaga Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan
3.2 | Kemasyarakatan Tingkat ——" r:;aun T Ekﬁ 100 % 127.000.000 | Kemasyarakatan Tingkat Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 127.000.000 tidak sesual
Kecamatan ya N Kecamatan dengan Baik
Kecamatan dengan Baik
34 Rencanda Kerja (Renja) Kecamatan Ende Selatan Tahun 2026




Kab. Ende, Jumlah Lembaga | 4 Lembaga Kab. Ende, Ende 4 Lembaga
321 ::"m“':s'::;“:;;:“ Lemicign Ende Selatan, | Kemasyarakatan yang | Kemasyara |  90.000.000 ﬁ:;":::::;:“ Lembaga Selatan, Rukun :;:s";ae:m"fa’:ab:“ vemasyarskatan vang | vomasyara | 90.000.000 tidak sesual
Rukun Lima Diselenggarakan katan Lima katan
Kab. Ende, Jumlah Lembaga 2 Lembaga Kab. Ende, Ende 2 Lembaga
3.2.2 ::::bn:kat:n Kapasltal;ta Ende Selatan, | Kemasyarakatan yang Kemasyara 12.000.000 :::::gkata:a::pasitas Lembaga Selatan, Rukun :;;;‘"h:;;ek':nb::a Kenr:asyarakatzn yang Kemasyara 12.000.000 tidak sesuai
ga Remasyara n Rukun Lima Ditingkatkan Kapasitasnya katan Syaraaan Lima ng pasitasnya katan
Penyediaan Sarana dan Kab. Ende, i::l::;arana dan Prasarana Penyediaan Sarana dan Kab. Ende, Ende Jurlah Sarana dan Prasarana Lemb
3.2.3 | Prasarana Lembaga Ende Selatan, Kiiaiyarakiitan Ving 1 Unit 25.000.000 Prasarana Lembaga Selatan, Rukun rakatan yng Dissdiskan s 1 Unit 25.000.000 tidak sesuai
Kemasyarakatan Rukun Lima Kemasyarakatan Lima Y
Disediakan
PROGRAM KOORDINASI Menurunnya Kasus Konflik PROGRAM KOORDINASI )
4 | KETENTRAMAN DAN Sosial yang Terjadi di 100 % 4000000 | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN ;‘m:s";‘:r‘;";:‘““‘ Konfilk Sosial yang Tedjadi | 00 4.000.000 tidak sesual
KETERTIBAN UMUM Masyarakat UMUM
Koordinasi Upaya Persentase Pelaksanaan
Presiengperaan Koordinasi Upaya Koordinasi Upaya Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya
41 Ketenteraman dan Ketertiban Penyelenggaraan Ketentraman 100 % 2.000.000 Penyelenggaraan Ketenteraman Penyelenggaraan Ketentraman dan 100 % 2.000.000 tidak sesuai
dan Ketertiban Umum dengan dan Ketertiban Umum Ketertiban Umum dengan baik
Umum baik
X Jumiah Laporan Hasil
Sinergitas dengan Kepolisian Sinergitas dengan Kepolisian
Negara Republik indonesia, Kab. Ende, Slnergit:s de;ﬁ:’: i:’epoll.';lan Negara Republik Indonesia, Kab. Ende, Ende i":_‘"“a!:‘ Ilﬂmﬂ Ha:ll s’:;;gm: dengan
4.1.1 | Tentara Nasional Indonesia Ende Selatan, Negara Repu nacnesa, 12 2.000.000 Tentara Nasional Indonesia dan Selatan, Rukun polisian Negara Republik Indonesta, 12 2.000.000 tidak sesuai
dan Instansi Vertikal di Rukun Lima Tentara Nasional Indonesia Laporan Instansi Vertikal di Witayah Lima Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Laporan
Wilayah Kecamatan dan Instansi Vertikal di Kecaimatan Vertikal di Wilayah Kecamatan
Wilayah Kecamatan
Persentase Pelaksanaan
Koordinasi Penerapan dan Koordinasi Penerapan dan Koordinasi Penerapan dan Persentase Pelaksanaan Koordinasi
4.2 Penegakan Peraturan Daerah Penegakan Peraturan Daerah 100 % 2.000.000 Penegakan Peraturan Daerah Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah 100 % 2.000.000 tidak sesuai
dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Baik
dengan Baik
Koordinasi/Sinergi dengan JK‘:::?;:QP/::: igl denigac Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Daerah yang Tugas Perangkat Daerah yang Tugas Perangkat Daerah yang Tugas Jumiah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan
dan Fungsinya di Bidang Kab. Ende, dan Fungsinya i Bidang 12 dan Fungsinya di Bidang Kab. Ende, Ende | Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya 12
421 Penegakan Peraturan Ende Selatan, ks Peratiran Libaiah 2.000.000 Penegakan Peraturan Selatan, Rukun di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- La " 2.000.000 tidak sesual
Perundang- Undangan Rukun Lima Reniegakar Poraus po Perundang- Undangan dan/atau Lima Undangan dan/atau Kepolisian Negara pora
Perundang-Undangan :
dan/atau Kepolisian Negara danfotau Keppolitan Negina Kepolisian Negara Republik Republik Indonesia
Republik Indonesia Republik Ind . Indonesia
PROGRAM ::enmenyer:::g?:k'::s:;::g PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Kecamatan yang
5 PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan Umum dengan 100 % 5.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 100 % 5.000.000 tidak sesuai
PEMERINTAHAN UMUM baik UMUM Umum dengan baik
Persentase Pelaksanaan
Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan
54 Pemerintahan Umum Sesuai Pemerintahan Umum sesuai 100 % 5.000.000 Pemerintahan Umum Sesuai Urusan Pemerintahan Umum sesuai 100 % 5.000.000 tidak sesuai
Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah dengan Baik
dengan Balk
Jumiah Laporan Konflik yang
Penanganan Konflik Sosial Kab. Ende, Penanganan Konflik Sosial Sesuai Kab. Ende, Ende
5.1.1 | Sesuai Ketentuan Peraturan Ende Selatan, Ditangan| Sesual Ketentuan e 5.000.000 Ketentuan Peraturan Perundang- | Selatan, Rukun Jumiah Laporan Konfiik yang Ditangani Sesuai 12 5.000.000 tidak sesuai
Peraturan Perundang- Laporan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan
Perundang-Undangan Rukun Lima Undangan Lima
Undangan
4 KECAMATAN 226.300.000 KECAMATAN 226.300.000 tidak sesuai
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PROGRAM PENUNJANG ::‘ ma"en':"w"::?:r::;;‘:“;‘::::‘ PROGRAM PENUNJANG URUSAN Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
L URUSAN PEMERINTAHAN sacara afektif dan afisken 100 % 49.300.000 PEMERINTAHAN DAERAH Perangkat Daerah secara efektif dan efisien 100 % 49.300.000 tidak sesuai
DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA selama 1 tahun
selama 1 tahun
Perencanaan, Penganggaran, Indeks Perencanaan, Perencanaan, Penganggaran, dan
11 dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penganggaran, dan Evaluasi 100 % 700.000 Evaluasi Kinerja Perangkat L::Tﬁ:::;:in:g:;?;::::n' den 100 % 700.000 tidak sesuai
Daerah Kinerja Perangkat Daerah Daerah
Penyusunan Dokumen Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 4
1.1.1 | Perencanasn Perangkat Ende Selatan, Perangkat Daerah Dokumen 400.000 Perencanaan Perangkat Daerah Selatan, Daerah Dokumen 400.000 tidak sesual
Daerah Paupanda Paupanda
Kab. Ende Kab. Ende, Ende
1.1.2 | Evaluasi Kinerja Perangkat ’ Jumlah Laporan Evaluasi Evaluasi Kinerja Perangkat + Jumiah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daérah Ende Selatan, Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 300.000 Daerah Selatan, Daersh 2 Laporan 300.000 tidak sesuai
Paupanda Paupanda
Administrasi Keuangan Indeks Pelayanan Administrasi Administrasi Keuangan Perangkat Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan
a2 Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah 1007% 3.000;000 Daerah Perangkat Daerah 100.% 3.000.000 tidaksasiial
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Penatausahaan Kab. Ende, Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Ende, Ende
1.2.1 | dan Pengujian/Verifikasi Ende Selatan, :z:azm ;i:::i T Dokt?nen 3.000.000 Pengujian/Verifikasi Keuangan Selatan, ;t;;niz;?no;’:m“;:::::t::nsah:;::;n Dokt?nen 3.000.000 tidak sesual
Keuangan SKPD Paupanda sm’g 82 SKPD Paupanda 8 el
Indeks Pelaksanaan
Administrasi Barang Milik .
Administrasi Barang Milik Administrasi Barang Milik Daerah Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik
131 ::::: pada Perangkat Daerah pada Perangkat 100 % 1.000.000 peda Perangkat Daersh Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 1.000.000 tidak sesuai
Daerah
Kab. Ende, Jumlah Laporan Kab. Ende, Ende
1.3.1 ;:’::: d:?x:;nns A Ende Selatan, | Penatausahaan Barang Milik La uran 1.000.000 ;::::mhaas;::mg MR Selatan, g:::_:: :::;::; matausstizan Barang b La iz n 1.000.000 tidak sesual
pa Paupanda Daerah pada SKPD e L Paupanda i
Administrasi Umum Perangkat Indeks Pelayanan Administrasi Administrasi Umum Perangkat Indeks Pelayanan Administrasi Umum
14 Daerah Umum Perangkat Daerah 100 % 13.100.000 Daerah Perangkat Daerah 100 % 13.100.000 tidak sesuai
Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
14.2 Penyediaan Bahan Logistik Ende Selatan, Jumlah Paket Bahan Logistik 3 Paket 9,6000.000 Penyediaan Bahan Logistik Selatan, Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 3 Paket 9.6000.000 tidak sesuai
Kantor Kantor yang Disediakan Kantor Disediakan
Paupanda Paupanda
Kab. Ende, Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Ende, Ende
143 :::"::n‘“: i Cetakan | EndeSetatan, | dan Penggandsan yang 2 Paket 500.000 ::""“’:1‘:;:““‘ Cotakandan. | coistan, :‘;’:"h :::: B:;’"glscx:::nd‘" 2 Paket 500.000 tidak sesuai
i Paupanda Disediakan 88 Paupanda Bga Yyang
Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
1.4.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu Ende Selatan, HimlahiLapcran Fasitasi 12 1.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Selatan, Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 1.000.000 tidak sesuai
Kunjungan Tamu Laporan Laporan
Paupanda Paupanda
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
Penyelenggaraan Rapat 12 Penyelenggaraan Rapat Jumiah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12
145 | Koordinasi dan Konsultasi Ende Selatan, Koordinasi dan Konsultasi Laporan T Koordinasi dan Konsultasi SKPD Selatan, Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 2.000.000 tidak sesusl
SKPD Paupanda SKPD Paupanda
Pengadaan Barang Milik Indeks Pengadaan Barang Pengadaan Barang Milik Daerah
15 Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah pada Perangkat 100 % 10.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Indeks Pengadaan Barang Millk Daerah pada 100 % 10.000.000 tidak sesuai
Perangkat Daerah
Pemerintah Daerah Daerah Daerah
Kab. Ende, Jumiah Unit Peralatan dan Kab. Ende, Ende
24 Pe“‘“‘:a‘::“ ":""“'” thn Ende Sefatan, | Mesin Lainnya yang 1 Unit 10.000.000 l:f:’ad“" peralatan I eI | ot J"':""g;;;fa::r’f"“" dan: Mk Lainnya 1Unit 10.000.000 tidak sesual
i Paupanda Disediakan nya Paupanda yang
. Indeks Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Penunjang Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
16 Urusan Pemerintahan Daerah Penurjang Urvsan AR 18.000.000 Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah 100.% 00000 tetak sesut
Pemerintahan Daerah
36 Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ende Selatan Tahun 2026




- ) Kab. Ende, Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Ende, Ende i
L | e e o | ndeseltan, | Jsatomunkas sumbrDos | 2| om0 | Pt tomake | sy, | Ao e ok, | 12| oot | sk
e Paupanda Air dan Listrik yang Disediakan ol va Paupanda B yang o
Kab. Ende, Jumlah Laporan Penyediaan Kab, Ende, Ende
162 Zfﬂ"::f'::;;:“ Patayansn Ende Sefatan, | Jasa Pelayanan Umum Kantor " 12m 15.000.000 3:::':??:';::“ Palmymemn Selatan, :_'l":l":‘ :::;:";:’m:;u:" Ralayanan . "ran 15.000.000 tidak sesuai
Paupanda yang Disediakan Pa Paupanda yons po
Pemeliharaan Barang Milik Indeks Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik
1.7 Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang 100 % 3.500.000 Daerah Penunjang Urusan ::l:;k:j::ms:lrr:apn Baer::;r;:l‘kof::er;h 100 % 3.500.000 tidak sesuai
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah 8 an rem
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Pemeliharaan
171 Pemeliharaan, Biaya Kab. Ende, Operasional atau Lapangan Bi ‘:Pemellharaan Paiak dan‘ Kab. Ende, Ende | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
o Pemeliharaan, Pajak dan Ende Selatan, | yang Dipelihara dan 2 Unit 1.500.000 P:: zinan Ken daraaf; Dlnjz < Selatan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 2 Unit 1.500.000 tidak sesuai
Perizinan Kendaraan Dinas Paupanda dibayarkan Pajak dan Operasional atau Lapangan Paupanda Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan Perizinannya i el
. Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
17.2 :::‘nel’l::::ta InP:raIatan Ende Selatan, .ll:minah P:;al:’tian | [‘:-.::a Mesin 1 Unit 1.000.000 :'eer::‘llr:lr::n Peralatan dan Selatan, g:ml;:al:ralatan dan Mesin Lainnya yang 1 Unit 1.000.000 tidak sesuai
L Paupanda vayang Lpe ¥a Paupanda pe
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Ende, Jumlah Gedung Kantor dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Ende, Ende Wt Ga g Kafibor dan Bargiinan Lalri
1.7.3 | Gedung Kantor dan Bangunan Ende Selatan, | Bangunan Lainnya yang 1 Unit 1.000.000 Gedung Kantor dan Bangunan Selatan, ng D tihag /Direhabilitasi g v 1 Unit 1.000.000 tidak sesuai
Lainnya Paupanda Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya Paupanda yang Llpe s
PROGRAM Persentase Kecamatan yang
PROGRAM PENYELENGGARAAN
g | PEIVELENGEARAAN FRGlasatakan 100% 2000000 | PEMERINTAHAN DAN persentase Kecamatan yang melsksanekin 100 % 2.000.000 tidak sesuai
PEMERINTAHAN DAN Penyelenggaraan PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik
PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dengan baik
Penyelenggaraan Urusan Secsontase Feluksanain Penyelenggaraan Urusan Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan vyang Tidak pemerintahan Tidak Pemerintahan yang Tidak Urusan
2.1 Dilaksanakan oleh Unit Kerja ) Yang - 100 % 2.000.000 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh 100 % 2.000.000 tidak sesuai
Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di Perangkat Daerah yang Ada di Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Kecamatan
Parigkatan Efpitiifis Kab. Ende, sy aptm Feringlton Raninghatan Efpktite Kab. Ende, Ende | Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan Efektifitas Pelaksanaan 12 Pelaksanaan Pelayanan kepada 12
211 Ende Selatan, 2.000.000 Selatan, Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di 2.000.000 tidak sesuai
kepada Masyarakat di Wilayah Paupanda Pelayanan kepada Masyarakat Laporan Masyarakat di Wilayah Pa g Wilayah Kecamatan Laporan
Kecamatan il di Wilayah Kecamatan Kecamatan vpan !
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Kecamatan yang PROGRAM PEMBERDAYAAN Pérsantase Kecamatai vang melaksanakan
3 | MASYARAKAT DESA DAN melaksanakan Pemberdayaan 100% 166.000.000 | MASYARAKAT DESA DAN s ar:ka f S 100 % 166.000.000 tidak sesuai
KELURAHAN Masyarakat dengan baik KELURAHAN ¥ id B
Persentase Pelaksanaan . -
31 Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Pemberdaysan 100% 84.000.000 Kegiatan Pemberdayaan Persentase Pelaksanaan Kegiatan 100 % 84.000.000 tidak sesuai
Kelurahan Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan dengan Baik
Kelurahan dengan Baik
" Jumlah Lembaga
:::I arakatnd:::if:rs:lm Kab. Ende, Kemasyarakatan yang 4 Lembaga :::;"f‘:s: d::;::lll::im Kab. Ende, Ende | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 4 Lembaga
311 sY Ende Selatan, | Berpartisipasi dalam Forum Kemasyara 26.000.000 4 Selatan, Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Kemasyara 26.000.000 tidak sesual
Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan
Paupanda Musyawarah Perencanaan katan Paupanda Perencanaan Pembangunan di Kelurahan katan
Pembangunan di Kelurahan Pembangunan di Kelurahan
Pembangunan di Kelurahan
Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
312 Pembangunan Sarana dan Ende Selatan, Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit 33.000.000 Pembangunan Sarana dan Selatan, Jumiah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang 1 Unit 33.000.000 tidak sesuai
Prasarana Kelurahan Kelurahan Yang Terbangun Prasarana Kelurahan Terbangun
Paupanda Paupanda
Jumlah Pokmas dan Ormas
Kab. Ende, Kab. Ende, Ende | Jumlah Pokmas dan Ormas yang
3.3 | Pemberdavaan Masyarakatdl | o coiatan, | YONS Melaksanakan 1Pokmas/ | ,c 000000 | Pemberdayaan Masyarakat di Selatan, Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di | 7K™/ | 55000000 | tidak sesual
Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Ormas Kelurahan Ormas
Paupanda Paupanda Kelurahan
Kelurahan
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Pemberdayaan Lembaga :::eb:::::::::: ;::a Pemberdayaan Lembaga Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan
3.2 Kemasyarakatan Tingkat 100 % 82.000.000 Kemasyarakatan Tingkat Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 82.000.000 tidak sesuai
Kemasyarakatan Tingkat
Kecamatan Kecamatan dengan Balk Kecamatan dengan Baik
Kab. Ende, Jumiah Lembaga | 4 Lembaga Kab. Ende, Ende 4 Lembaga
321 ::;V:‘Eﬂrs::;t::n Lembugs Ende Selatan, | Kemasyarakatan yang | Kemasyara 55.000.000 ::nmv:slenr?;tann Lisiibagn Selatan, :;::;::: I':::::aa Kemasyacshaton ' yag Kemasyara 55.000.000 tidak sesuai
ya Paupanda Diselenggarakan katan ya Paupanda 882 katan
Kab. Ende, Jumlah Lembaga 2 Lembaga Kab. Ende, Ende 2 Lembaga
322 E:C:::t::':::::::i P Ende Selatan, | Kemasyarakatan yang Kemasyara 12.000.000 ::::::::tr::ag:asltas Lembaga Selatan, :;;;::;e;::rp::;::x:mhmn yang Kemasyara 12.000.000 tidak sesuai
Paupanda Ditingkatkan Kapasitasnya katan Paupanda katan
Penyediaan Sarana dan Kab. Ende, i::l::;arana Son Prasasany Penyediaan Sarana dan Kab. Ende, Ende Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga
3.2.3 | Prasarana Lembaga Ende Selatan, Kemsrpsialatan i 1 Unit 15.000.000 Prasarana Lembaga Selatan, Kemasyarakatan yang Disediakan 1 Unit 15.000.000 tidak sesuai
Kemasyarakatan Paupanda Disediakan Kemasyarakatan Paupanda
PROGRAM KOORDINASI Menurunnya Kasus Konflik PROGRAM KOORDINASI
4 | KETENTRAMAN DAN Sosial yang Terjadi di 100 % 4.000.000 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN ::;‘::;‘:;{:f”“‘ Konfiik Sosial yang Terjadi | 0 o 4.000.000 tidak sesuai
KETERTIBAN UMUM Masyarakat UMUM
Koordinasi Upaya Persentase Pelaksanaan
Penyelenggarasn Koordinasi Upaya Koordinasi Upaya Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya
4.1 Ketenteraman dan Ketertiban Penyelenggaraan Ketentraman 100 % 2.000.000 Penyelenggaraan Ketenteraman Penyelenggaraan Ketentraman dan 100 % 2.000.000 tidak sesuai
dan Ketertiban Umum dengan dan Ketertiban Umum Ketertiban Umum dengan baik
Umum baik
. Jumlah Laporan Hasil "
Sinergitas dengan Kepolisian Sinergitas dengan Kepolisian Sinergitas dengan Kepolisian Jumiah Laporan Hasil Sinergitas dengan
Negara Republik Indonesia, Kab. Ende, N Republik Indonesia 12 Negara Republik Indonesia, Kab. Ende, Ende Kepolisian Ne Republik Indonesia 12
4.1.1 | Tentara Nasional Indonesia Ende Selatan, BEara Nepu nesis, 2.000.000 Tentara Nasional Indonesia dan Selatan, epoRsan Negara Repy i 2.000.000 tidak sesuai
dan Instansi Vertikal di Paupands Tentara Naskmalllndunesla Laporan Instansi Vertikal di Wilayah Paupanda Tent_ara Nasional Indonesia dan Instansi Laporan
Wilayah Kecamatan dan Instansi Vertikal di Kecamutar Vertikal di Wilayah Kecamatan
Wilayah Kecamatan
Persentase Pelaksanaan
Koordinasi Penerapan dan Koordinasi Penerapan dan Koordinasi Penerapan dan Persentase Pelaksanaan Koordinasi
4.2 Penegakan Peraturan Daerah Penegakan Peraturan Daerah 100 % 2.000.000 Penegakan Peraturan Daerah Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah 100 % 2.000.000 tidak sesuai
dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Baik
dengan Baik
Koordinasi/Sinergi dengan :(L::l::‘::/:::rgi damgan Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Daerah yang Tugas Perangkat Daerah yang Tugas Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan
s Perangkat Daerah yang Tugas :
dan Fungsinya di Bidang Kab. Ende, dan Fungsinya di Bidang 12 dan Fungsinya di Bidang Kab. Ende, Ende | Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya 12
4.2.1 | Penegakan Peraturan Ende Selatan, Posicigkinn Persbran R 2.000.000 Penegakan Peraturan Selatan, di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Cagioran 2.000.000 tidak sesual
Perundang- Undangan Paupanda Perundang- Undangan dan/atau Paupanda Undangan dan/atau Kepolisian Negara
dan/atau Kepolisian Negara Perundang-Undangan Kepolisian Negara Republik Republik indonesia
Republik Indonesia dan/itau Kepolisian Negars Indonesia
Republik Indonesia
PROGRAM Pmem'fe “:;‘:‘J;::‘ PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Kecamatan yang
5 PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerlnt:shs: n Umum dengan 100 % 5.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 100 % 5.000.000 tidak sesuai
PEMERINTAHAN UMUM baik uUMuM Umum dengan baik
Persentase Pelaksanaan
Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan
5.1 Pemerintahan Umum Sesual Pemerintahan Umum sesuai 100 % 5.000.000 Pemerintahan Umum Sesuai Urusan Pemerintahan Umum sesuai 100 % 5.000.000 tidak sesuai
Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah dengan Baik
dengan Baik
Jumiah Laporan Konflik yang r
Penanganan Konflik Sosial Kab. Ende, Penanganan Konflik Sosial Sesuai Kab. Ende, Ende &
511 Sesuai Ketentuan Peraturan Ende Selatan, Ditangani Sesuai Ketertuan B 5.000.000 Ketentuan Peraturan Perundang- Selatan, Jumiah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai 12 5.000.000 tidak sesuai
Peraturan Perundang- Laporan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan
Perundang-Undangan Paupanda Undangan Paupanda
Undangan
5 KECAMATAN 236.300.000 KECAMATAN 236.300.000 tidak sesuai
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Penyelenggaraan Administrasi

PROGRAM PENUNJANG Perkantoran Perangkat Dusrah PROGRAM PENUNJANG URUSAN Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
x 54 URUSAN PEMERINTAHAN secara efektif dan efisien 100 % 34,300.000 PEMERINTAHAN DAERAH Perangkat Daerah secara efektif dan efisien 100 % 34.300.000 tidak sesuai
DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA selama 1 tahun
selama 1 tahun
Perencanaan, Penganggaran, Indeks Perencanaan, Perencanaan, Penganggaran, dan
1.1 dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penganggaran, dan Evaluasi 100 % 700.000 Evaluasi Kinerja Perangkat ’E'L:T::;i::nc.a"::g:;:?;::::n' dei 100 % 700.000 tidak sesuai
Daerah Kinerja Perangkat Daerah Daerah R
Penyusunan Dokumen Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
111 Perencanaan Perangkat Ende Selatan, Jumlah Dokumen Perencanaan 4 400.000 Penyusunan Dokumen Selatan, Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 4 400,000 tidak sesiai
Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Dokumen
Daerah Tanjung Tanjung
Kab. Ende, » Kab. Ende, Ende
1.1.2 4 3
Evaluasi Kinerja Perangkat Ende Selatan, Jumlah Laporan Evaluasi S iaporat 300.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Selatan, Jumiah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 2 Laporan 300.000 tidak sesual
Daerah 5 Kinerja Perangkat Daerah Daerah R Daerah
Tanjung Tanjung
Administrasi Keuangan Indeks Pelayanan Administrasi Administrasi Keuangan Perangkat Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan
12 Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah 0% L0 Daerah Perangkat Daerah 100:% 3.000.000 tddsenal
Pelaksanaan Penatausahaan Kab. Ende, ;:T;:u:::;‘e:an 10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Ende, Ende Sl Dokuien Perabitsahaas dafi 10
1.2.1 | dan Pengujian/Verifikasi Ende Selatan, 3.000.000 Pengujian/Verifikasi Keuangan Selatan, 3.000.000 tidak sesuai
Keuangan SKPD Tonjung Is’::gujlanfverlﬂkasl Keuangan Dokumen SKPD Tanjung Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dokumen
Indeks Pelaksanaan
Administrasi Barang Milik
Administrasi Barang Milik Administrasi Barang Milik Daerah Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik
131 g::::: pada Perangkat Daerah pada Perangkat 100 % 1.000.000 pada Perangkat Daerah Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 1.000.000 tidak sesuai
Daerah
Kab. Ende, Jumlah Laporan Kab. Ende, Ende
131 ;:::‘;‘L"ahaz;:;""‘ Millk | Ende Selatan, | Penatausahaan Barang Millk " nm 1,000,000 "D:’e‘“;;““::‘;‘;:;“"‘ L Selatan, ’I;'a"e‘:: “;’:::::;“‘“‘“’h““ Barnng MK i 1zm . 1.000.000 tidak sesuai
Tanjung Daerah pada SKPD po e Tanjung p i
Administrasi Umum Perangkat Indeks Pelayanan Administrasi Administrasi Umum Perangkat Indeks Pelayanan Administrasi Umum
4 Daerah Umum Perangkat Daerah 100 % 15.100.000 Daerah Perangkat Daerah A00% 15100000 tdak sesval
. Kab. Ende, : Kab. Ende, Ende
142 Penyediaan Bahan Logistik Ende Selatan, Jumlah Paket Bahan Logistik 3 Paket 9.6000.000 Penyediaan Bahan Logistik Selatan, Jumiah Paket Bahan Logistik Kantor yang 3 Paket 9.6000.000 Hdak sesual
Kantor ; Kantor yang Disediakan Kantor Disediakan
Tanjung Tanjung
Kab. Ende, Jumiah Paket Barang Cetakan " Kab. Ende, Ende
143 :::y::;aan;aar::g Catakan Ende Selatan, | dan Penggandaan yang 2 Paket 500.000 :::;a:;:arang Cotaln Han Selatan, ::;Th:::::’ B:;ang‘:::?::: dan 2 Paket 500.000 tidak sesuai
gea Tanjung Disedial Tanjung B8 yang n
Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
1.4.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu Ende Selatan, Harniah Layioran Fasiiitas] 12 1.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Selatan, Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 1.000.000 tidak sesuai
Kunjungan Tamu Laporan Laporan
Tanjung Tanjung
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
14.5 . . Penyelenggaraan Rapat 12 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 .
Kogrdiiast dan Konsiiftasi Em:{e Selatan, Koordinasi dan Konsultasi Laporan A0 Koordinasi dan Konsultasi SKPD Selatan, Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 200000 Gk sasual
SKPD Tanjung SKPD Tanjung
Pengadaan Barang Milik Indeks Pengadaan Barang Pengadaan Barang Milik Daerah
15 Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah pada Perangkat 100 % 10.000.000 Penunjang Urusan Pemerintah Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada 100 % 10.000.000 tidak sesuai
Perangkat Daerah
Pemerintah Daerah Daerah Daerah
Kab. Ende, Jumiah Unit Peralatan dan Kab. Ende, Ende "
oA | %
151 ::;7:"-":;':‘ peralatan dan Ende Selatan, | Mesin Lainnya yang 1 Unit 10.000.000 Ipa ei:ﬁadaan pariiatan dan mesin Selatan, Ju:llag’:.leréilta::;alatan danMesn LA 1 Unit 10.000.000 tidak sesuai
va Tanjung Disediakan va Tanjung yang
. Indeks Penyediaan Jasa
16 Penyediaan Jasa Penunjang Penunjang Urusan 100 % 3.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Indeks.Penvedlaan Jasa Penunjang Urusan 100 % 3.000.000 tidak sesual
Urusan Pemerintahan Daerah Pirmerntalian Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
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Penyediaan Jasa Komunikasi, Kab. Ende, Jurniak Laacuin Penyudinan 12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Kab. Ende, Ende Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 12
161 Sumiber Dava. Ak din Ltk Ende Selatan, | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Eéiarin 3.000.000 Sumber Daya Air dan Listrik Selatan, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan ra 3.000.000 tidak sesuai
Lig n Tanjung Air dan Listrik yang Disediakan po ¥a Tanjung va yatgne Leporan
Pemeliharaan Barang Milik Indeks Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik 5
1.7 Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang 100 % 3.500.000 Daerah Penunjang Urusan mﬁ:emsbhagzzl::::far::kni:mh 100 % 3.500.000 tidak sesuai
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah ng Hrus
Penyediaan Jasa Jumiah Kendaraan Dinas
1741 Pemeliharaan, Biaya Kab. Ende, Operasional atau Lapangan ::an\,;e;!l:ma:l::: :a:m:ati::r:::, Kab. Ende, Ende | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
o Pemeliharaan, Pajak dan Ende Selatan, | yang Dipelihara dan 2 Unit 1.500.000 2y el Selatan, Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 2 Unit 1.500.000 tidak sesuai
Perizinan Kendaraan Dinas
Perizinan Kendaraan Dinas Tanjung dibayarkan Pajak dan Opérasional atai La = Tanjung Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan Perizinannya Pangal
Kab. Ende, . Kab. Ende, Ende
17.2 :::eﬁ:;?:’:al::“m“ Ende Selatan, ’L‘a‘::f"a p"'a';'}’" “‘:;'r‘am"" 1 Unit 1.000.000 :::s‘;"{';::“a Porsisten don | cotatan, gm';:af:"'m" dan Mesh Laicovayarg 1 Unit 1.000.000 tidak sesuai
va Tanjung ¥a yang Jpe ¥ Tanjung pe
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Ende, Jumlah Gedung Kantor dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Ende, Ende
1.7.3 | Gedung Kantor dan Bangunan Ende Selatan, | Bangunan Lainnya yang 1 Unit 1.000.000 Gedung Kantor dan Bangunan Selatan, Jumla;iﬁﬁ;i::mh:‘;;?&?ngunan Minny 1 Unit 1.000.000 tidak sesuai
Lainnya Tanjung Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya Tanjung yong e
PROGRAM Persentase Kecamatan yang
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENYELENGGARAAN melaksanakan Persentase Kecamatan yang melaksanakan
4 PEMERINTAHAN DAN Penyelenggaraan 100 % 2.000.000 si:ﬁ':::;iﬂ;g:n Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik 100% 2000500 tidak sesusl
PELAYANAN PUBLIK Pemerintahan dengan baik
Persentase Pelaksanaan
Penyelenggaraan Urusan Pervvelenaxatsan tiaisan Penyelenggaraan Urusan Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Tidak Pe:e rint:::n = Tidak Pemerintahan vang  Tidak Urusan
2.1 | Dilaksanakan oleh Unit Kerja yane 100 % 2.000.000 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh |  100% 2.000.000 tidak sesuai
Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di Perangkat Daerah yang Ada di Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di
Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kab. Ende, Jumiah laporan Peningkatan Peningkatan Efektifitas Kab. Ende, Ende | Jumiah laporan Peni tan Efektif
Pelaksanaan Pelayanan Efektifitas Pelaksanaan 12 Pelaksanaan Pelayanan kepada 8 12
211 Ende Selatan, 2.000.000 Selatan, Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di 2.000.000 tidak sesuai
kepada Masyarakat di Wilayah Tanj Pelayanan kepada Masyarakat Laporan Masyarakat di Wilayah Tanjun Wilayah Kecamatan Laporan
Kecamatan rung di Wilayah Kecamatan Kecamatan 8 YR hecan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Kecamatan yang PROGRAM PEMBERDAYAAN
3 | MASYARAKAT DESA DAN melaksanakan Pemberdayaan 100 % 191.000.000 | MASYARAKAT DESA DAN :::::::? a":ﬂ“’::“"ﬁf:fg:'“":::?:’“ 100 % 191.000.000 | tidak sesuai
KELURAHAN Masyarakat dengan baik KELURAHAN ¥ sya 82!
Persentase Pelaksanaan
gz || Sesmtniemberdayan Kegiatan Pemberdayaan 100% sioougog | Jesstan Pemberdeyesn PRI Potek AR EAgacan 100% 94.000.000 | tidak sesuai
Kelurahan Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan dengan Baik
Kelurahan dengan Baik
; Jumilah Lembaga
Peninsiatan Partigis Kab. Ende, Kemasyarakatan yang 4 Lembaga Peningkatan Partisipas! Kab. Ende, Ende | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 4 Lembaga
Masyarakat dalam Forum Masyarakat dalam Forum
3.1.1 Ende Selatan, | Berpartisipasi dalam Forum Kemasyara 26.000.000 Selatan, Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Kemasyara 26.000.000 tidak sesual
Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan
Tanjung Musyawarah Perencanaan katan Tanjung Perencanaan Pembangunan di Kelurahan katan
Pembangunan di Kelurahan Pembangunan di Kelurahan
Pembangunan di Kelurahan
Kab. Ende, Kab. Ende, Ende
Pembangunan Sarana dan 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Pembangunan Sarana dan * Jumiah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang
2k Prasarana Kelurahan Ende Selatan, Kelurahan Yang Terbangun AUnk 38.000.000 Prasarana Kelurahan Selatan, Terbangun ALt 38.000.000 tidak sesuai
Tanjung Tanjung
Jumlah Pokmas dan Ormas
Kab. Ende, TS o Kab. Ende, Ende | Jumlah Pokmas dan Ormas yang
313 | PemberdayaanMasyarakatdi | ¢\ cojotan, | Y2N8 Melaksanakan 1Pokmas/ | 3, 500000 | Pemberdayaan Masyarakat di Selatan, Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakatdi | *P*™/ | 33000000 | tidak sesuai
Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Ormas Kelurahan Ormas
Tanjung Tanjung Kelurahan
Kelurahan
Pemberdayaan Lembaga :::E;tr:s: P::z:: :: n Pemberdayaan Lembaga Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan
3.2 Kemasyarakatan Tingkat Kéinas raylr:tan Tin l::: 100 % 97.000.000 Kemasyarakatan Tingkat Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 97.000.000 tidak sesuai
Kecamatan va e Kecamatan dengan Baik
Kecamatan dengan Baik
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Kab. Ende, Jumilah Lembaga | 4Lembaga Kab. Ende, Ende 4 Lembaga
321 ::;v:!:en:kaar;:]n Lomhags Ende Selatan, | Kemasyarakatan yang | Kemasyara 65.000.000 :::‘y:lenrgag;r;:n e Selatan, :;:;:::: l.:ear:::ga Kemasysrakatan yang Kemasyara 65.000.000 tidak sesuai
va Tanjung Diselenggarakan katan ya Tanjung g3 katan
. Kab. Ende, Jumlah Lembaga 2 Lembaga Kab. Ende, Ende 2 Lembaga
3.22 f:r:;‘:k:t::rsaw::ak:tan Ende Selatan, | Kemasyarakatan yang Kemasyara 12.000.000 ::::gta::::;:asnas Lembaga Selatan, ':;:: ::al;i;n::ga K;:::svamkatan Yang Kemasyara 12.000.000 tidak sesuai
& i Tanjung Ditingkatkan Kapasitasnya katan g Tanjung P nya katan
Penyediaan Sarana dan Kab. Ende, ::::: :arana dan Prasarana Penyediaan Sarana dan Kab. Ende, Ende Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga
3.2.3 | Prasarana Lembaga Ende Selatan, & 1 Unit 20.000.000 Prasarana Lembaga Selatan, 2 & 1 Unit 20.000.000 tidak sesuai
Kemasyarakatan yang Kemasyarakatan yang Disediakan
Kemasyarakatan Tanjung Kemasyarakatan Tanjung
Disediakan
PROGRAM KOORDINASI Menurunnya Kasus Konflik PROGRAM KOORDINASI Menurunnya Kasus Konfik Sosial yang Terjadi
4 KETENTRAMAN DAN Sosial yang Terjadi di 100 % 4.000.000 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN i r';:at = Yang letga 100 % 4.000.000 tidak sesuai
KETERTIBAN UMUM Masyarakat UMUM va
Koordinasi Upaya Persentase Pelaksanaan
P ie:s f::n Koordinasi Upaya Koordinasi Upaya Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya
4.1 K::::t g g:laan dan Ketertiban Penyelenggaraan Ketentraman 100 % 2.000.000 Penyelenggaraan Ketenteraman Penyelenggaraan Ketentraman dan 100 % 2.000.000 tidak sesuai
e dan Ketertiban Umum dengan dan Ketertiban Umum Ketertiban Umum dengan baik
Umum baik
; Jumlah Laporan Hasil
Sinergitas dengan Kepolisian B Sinergitas dengan Kepolisian 2
Negara Republik Indonesia, Kab. Ende, ;lne:gut;s de:ﬁ:’;ﬂ?:::;j?n 12 Negara Republik Indonesia, Kab. Ende, Ende :‘t;mla"rsli:p:r:n:a: ; s":;;g:nu;:z:;a“ 12
4.1.1 | Tentara Nasional Indonesia Ende Selatan, egar Nepu ’ 2.000.000 Tentara Nasional Indonesia dan Selatan, RO - Bara Hepu ' 2.000.000 tidak sesuai
B % 2 Tentara Nasional Indonesia Laporan Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Laporan
dan Instansi Vertikal di Tanjung Instansi Vertikal di Wilayah Tanjung
Wilavah K ta dan Instansi Vertikal di Kecanat Vertikal di Wilayah Kecamatan
oA ecamatan Wilayah Kecamatan "
Persentase Pelaksanaan
Koordinasi Penerapan dan Koordinasi Penerapan dan Koordinasi Penerapan dan Persentase Pelaksanaan Koordinasi
4.2 Penegakan Peraturan Daerah Penegakan Peraturan Daerah 100 % 2.000.000 Penegakan Peraturan Daerah Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah 100 % 2.000.000 tidak sesuai
dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Baik
dengan Baik
Koordinasi/Sinergi dengan duraian I.apm:an Koordinasi/Sinergi dengan
Koordinasi/Sinergi dengan .
Perangkat Daerah yang Tugas Perangkat Daerah Tugas Perangkat Daerah yang Tugas Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan
dan Fungsinya di Bidang Kab. Ende, dan Fungsinya di Br::: B 12 dan Fungsinya di Bidang Kab. Ende, Ende | Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya 12
421 Penegakan Peraturan Ende Selatan, Bsinya B 2.000.000 Penegakan Peraturan Selatan, di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- 2.000.000 tidak sesuai
; Penegakan Peraturan Laporan X Laporan
Perundang- Undangan Tanjung R Perundang- Undangan dan/atau Tanjung Undangan dan/atau Kepolisian Negara
dan/atau Kepolisian Negara 8 8 Kepolisian Negara Republik Republik Indonesia
Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Indonesia
opu Republik Indonesia
PROGRAM :’“’:::e Ke:g:ﬁr"us"::g PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Kecamatan yang
5 PENYELENGGARAAN URUSAN P:m":rimf:n M o 100 % 5.000.000 URUSAN PEMERINTAHAN menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 100 % 5.000.000 tidak sesuai
PEMERINTAHAN UMUM i ga UMUM Umum dengan baik
Persentase Pelaksanaan
Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan
51 Pemerintahan Umum Sesuai Pemerintahan Umum sesuai 100 % 5.000.000 Pemerintahan Umum Sesuai Urusan Pemerintahan Umum sesuai 100 % 5.000.000 tidak sesuai
Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah Penugasan Kepala Daerah dengan Baik
dengan Baik
” Jumlah Laporan Konflik yang
Penanganan Konflik Sosial Kab. Ende, Ditangani Sesual Ketentuan 12 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Kab. Ende, Ende Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai 12
511 Sesuai Ketentuan Peraturan Ende Selatan, 5.000.000 Ketentuan Peraturan Perundang- Selatan, 5.000.000 tidak sesuai
Peraturan Perundang- Laporan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan
Perundang-Undangan Tanjung Undangan Tanjung
Undangan
Jumlah 4.925.000.000 Jumlah 4.925.000.000 tidak sesuai
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Berdasakan tabel 2.3 tersebut diatas dapat diketahui jumlah pagu anggaran
indikatif Kecamatan Ende Selatan Tahun 2026 baik pada awal perencanaan
maupun hasil analisis kebutuhan tidak ada perbedaan yaitu sebesar
Rp. 4.925.000.000
2.5. Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan masyarakat yang dapat ditampung dalam Rencana Kerja adalah
melalui mekanisme Musrenbang yang diawali dari musrenbang lingkungan,
musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan hingga di forum OPD. Secara
keseluruhan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik
dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, dari LSM, asosiasi-
asosiasi, perguruan tinggi maupun dari pokok-pokok pikiran wakil rakyat di DPRD
terdiri dari :

1. Usulan aspirasi masyarakat terdapat 42 usulan dimana terdapat 7 usulan
dibatalkan, 8 usulan verifikasi perangkat daerah, 6 usulan verifikasi TAPD
dan 17 usulan verifikasi Kecamatan. Dari 42 usulan tersebut tidak terdapat

usulan yang didanai ke Kecamatan Ende Selatan.

Tabel.2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi
NTT Kabupaten Ende Kecamatan Ende Selatan
Besaran/

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan

2 3
i‘/“

1_‘

Sumber : SIPD Kab. Ende Tahun 2025

2. Usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran (pokir) wakil rakyat di DPRD
terdapat 81 usulan yang terdapat di Kecamatan Ende Selatan dengan 6
usulan dibatalkan, 7 usulan dikembalikan, 1 usulan ditolak, 6 usulan
verifikasi perangkat daerah, 38 usulan verifikasi TAPD dan 23 usulan
verifikasi mitra Bappeda. Dari 81 usulan tersebut tidak terdapat usulan yang
diteruskan ke Kecamatan Ende Selatan
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan
penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan RENSTRA, sedangkan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
SKPD tahun 2026 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Ende Tahun 2026. Sesuai
dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Kerja Kecamatan Ende
Selatan Tahun 2026 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang
memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu.
Dalam proses penyusunan Renja juga memperhatikan kebijakan-kebijakan yang
dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende ditetapkan Berdasarkan
Peraturan Bupati Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Ende, Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris
Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan  koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
desa atau sebutan lain dan kelurahan guna mendukung Visi Kepala Daerah
Kabupaten Ende melalui RPJMD Kabupaten Ende tahun 2025-2026 maka proses
peréncanaan yang transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada
setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan
dipahami oleh masyarakat sehingga setiap keputusan/kebijakan publik dapat
diterima dan dilaksanakan secara efektif oleh karena itu Kecamatan Ende Selatan
telah melibatkan masyarakat dalam setiap proses perencanaan dan
pelaksanaannya. Pada proses pelibatan tersebut bertujuan agar aspirasi dan
kepentingan masyarakat terakomodasi di dalam setiap kebijakan baik pada level
Kecamatan, perangkat daerah lainnya maupun kebijakan Kepala Daerah.
Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta

merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.
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Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan
menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implemntasinya. Transparansi dan
demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan
meningkatkan penerimaan (acceptancy) masyarakat yang pada gilirannya
meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik.

Terkait dengan kebijakan nasional tahun 2025 yang tertuang dalam RPJMN
2025-2029 bertujuan untuk mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas sehingga
Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende selaku Perangkat Daerah mendukung
sasaran utama pembangunan nasional peningkatan kualitas sumber daya manusia
dengan misi asta cita nasional ketujuh yaitu memperkuat reformasi politik, hukum
dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,
judi dan penyelundupan serta program prioritas nasional ketiga yaitu reformasi
politik, hukum dan birokrasi

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara
efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan
Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-definisi organisasi, disusun berdasarkan
berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan
kebutuhan masyarakat dan beorientasi ke masa depan dalam menghadapi era
globalisasi. Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan Ende Selatan
yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus
memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan
pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan
kinerja terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur
sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan,
juga dituntut untuk menguasai IPTEK. Hal ini sesuai dengan isu strategis Provinsi
Nusa Tenggara Timur “Transformasi Tata Kelola, difokuskan pada peningkatan
efektifitas, akutantabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui
penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif,
pelayanan publik, manajemen talenta dan keberlanjutan pembangunan”. Sebagai
konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan
pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
(Iptek). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama
dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus
mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan

ilmu pengetahuan secara sistematis.
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Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Kecamatan Ende
Selatan adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif yang
dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan (RKPD) yang selanjutnya
menjadi dasar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD). Kedepan, Kecamatan Ende Selatan diharapkan dapat secara fokus
dalam proses perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas produk
perencanaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku

Rencana Program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan
nama program/kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tahun rencana yang
meliputi lokasi, targer capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klafikasi
program dan kegiatan Kecamatan Ende Selatan. Program/kegiatan yang
direncanakan dibiayai tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Rencana Kerja Kecamatan Ende Selatan Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil
analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan
daerah dalam rangka mendukung pencapaian misi Visi dan Misi pembangunan
daerah Kabupaten Ende.

Program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ende Selatan
Tahun 2026, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, yaitu :
1) Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal
dan eksternal sesuai tugas pokok dan fungsi lembaga,
2) Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan
pembangunan pemerintah tingkat atasnya,
3) Pendekatan politis, yaitu memenubhi visi dan misi Kepala Daerah terpilih,
4) Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangkan peta permasalahan pemerintah
tingkat di bawahnya,
S) Pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi

dari komunitas di wilayahnya.
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3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ende Selatan
3.2.1 Tujuan Renja

Dalam rangka mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Ende yang dituangkan
dalam Tujuan dan Sasaran RPJMD, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam
tujuan dan sasaran strategis Kecamatan yang lebih operasional dan dituangkan
dalam Renja Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2026. Tujuan
perangkat daerah merupakan pernyataan tentang suatu yang ingin dicapai oleh
setiap perangkat daerah dalam satu jangka waktu menengah sehingga dapat
menggambarkan arah strategi yang akan diciptakan dan meletakkan kerangka
prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan. Sasaran merupakan gambaran yang diinginkan melalui
tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan
penjabaran dari tujuan organisasi dan dirumuskan untuk memberikan fokus pada
penyusunan kebijakan dan program yang dapat diukur dalam pencapaiannya.
Adapun tujuan dan sasaran serta indikatornya yang merupakan penjabaran dari
misi ketiga RPJMD Kabupaten Ende tahun 2025-2029, tujuan ketiga dapat
digambarkan sebagai berikut :

Tabel.3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ende Selatan

NSPK DAN TUJUA SARAN NDIKATOR TARGET TAHUN il
SASARAN RPJMD SA T
YANG RELEVAN N 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Indeks Kepuasan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan | Masyarakat (IKM) B B B B B B
Kecamatan Ende Sekatan terahadap Layanan (76,70) (77,00} (78,00) (79,00) (80,00) (81,00)
Kecamatan Ende Selatan
Meningkatnya
Akuntabilitas Nilai AKIP Kecamatan B B B B B B
Kinerja Perangkat Ende Sekatan (65,80) (66,00) (67,00) (68,00) (69,00) {70,00)
Daerah
Meningkatnya Tingkat Kemajuan
Transparansi dan Kelurahan :
Akuntabilitas Meningkatnya 4. i’“‘éﬁ;‘;’“
Penyelenggaraan Penyelenggaraan m
Pq:;ﬂmﬂhan Pemerintahan, tan
(RT, RW, LPM,
Daerah Pembinaan Karang Teruna,
Kemasyarakatan, PKK dan 75,00% | 77,00% | 79,00% | 80,00% | 81,00% | 82,00%
Pemberdayaan Posyandu) Aktif;
Masyarakat dan (5. Prevalensi
Ketentraman Stunting;
Ketertiban Masyarakat 6. ~ Persentase
Kelurahan Kasaah
eamanan dan
Ketertiban Umum
Yang Ditangani
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Misi 3

Mewujudkan supremasi hukum dan good governance dengan mengoptimalkan peran stakeholders serta pemanfaatan sumber daya

pelayanan secara efektif dan efisien
Tujuand Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah
Indikator , p
Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Indikator
s Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Outcome Terwujudnya pelayanan publik yang lebih berkualitas dan efisien serta peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
ENDE RESPONSIF
Program
Prioritas
Membangun Kabupaten Ende melalui Perbaikan Tata kelola dan Tata Laksana Pemerintahan
Tujuan
Perangkat Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Ende Sekatan
Indikator
F:;‘]:::at Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Kecamatan Ende Selatan
Daerah
t Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Pgang,kal Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman Ketertiban Masyarakat Kelurahan Perangkat Daerah
Indikator Tingkat Kemajuan Kelurahan :
Sasaran 1. Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, PKK dan
Perangkat Posyandu) Aktif; Nilai AKIP Kecamatan Ende Sekatan
Daersh 2. Prevalensi Stunting;
3. Persentase Masalah Keamanan dan Ketertiban Umum Yang Ditangani
7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM KABUPATEN/KOTA
':E;;ifgﬂ 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
900.1.15. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5-3406

/2024

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

O< « v >

> - w2 m >

Gambar 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ende serta indikatornya
merupakan penjabaran dari misi ketiga RPJMD Kabupaten Ende tahun 2025-2029,
tujuan ketiga
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3.2.2 Sasaran Renja
Sasaran Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan,
pemberdayaan masyarakat kelurahan dan ketentraman ketertiban masyarakat
kelurahan.
setelah menentukan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai selanjutnya
menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai
berikut :
1. Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan
dilaksanakan.
2. Menyusun program strategis yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan.
3. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program strategis
3.3 Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-
tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu
organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor
Kecamatan Ende Selatan maka program-program yang akan dilaksanakan tahun
anggaran 2026 adalah sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
S. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum
Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk
mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan,
berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah diuraikan pada tabel 3.1 sebagai
berikut :
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Tabel. 3.1. Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
u i h
Kode Rekening ruun/ﬂidangp:l;::;;:el;taag;ah Paerahdan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaia Kebutuhan Catatan Penting . Casdl Kebutuhan
© Lokasi saner‘:a n Dana/Pagu Sumber Dana ars:ine:za an Dana/Pagu
} Indikatif (Rp) Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KECAMATAN 3.638.500.000 3.551.950.000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dana Transfer
PROGRAM PENUNJANG URUSAN q
01 01 i i .483.500. um-Dana
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah secara efektif dan efisien 100 % 3.483.500.000 Umi an 100 % 3.393.520.000
selama 1 tahun Alokasi Umum
P P dan Evaluasi Indeks P P dan Evaluasi Cack Trangfer
01 01 erencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi eks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluas 000, Umum-D
u 0 Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah 0% 4000:000 mu ana 20% 00,000
Alokasi Umum
Kab. Ende, Ende Dana Transfer
01| o 2,01 01 ;enr:;unan Pakumen Perenicanasn Persngkat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Selatan, Semua 6 Dokumen 3.000.000 Umum-Dana 6 Dokumen 3.000.000
Ae Kelurahan Alokasi Umum
Kab. Ende, Ende Dana Transfer
01| 01 2,01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Selatan, Semua 3 Laporan 1.000.000 Umum-Dana 3 Laporan 1.000.000
Kelurahan Alokasi Umum
Dana Transfer
o1 | o1 | 20 Administrasi Keuangan Perang